BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Timbulnya pemikiran tentang pengelolaan lingkungang baik, sebagai
upaya melahirkan perlindungan lingkungan hidup, upakan konsekuensi dari
adanya kegiatan-kegiatan manusia yang dapat memakbat buruk dan dapat
mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusidinigkungan. Terjadinya
kerusakan lingkungan hidup nyatanya lebih banyalelibkan oleh perilaku
manusia yang dampak negatifnya dapat menjadi amtdmgi kelangsungan
kehidupan di bumi.

Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi problemiuse seperti
pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan pahg berlebihan,
kebakaran hutan, dan sebagainya. Kekhawatiran deadgnya pemanasan global
akibat rusaknya lingkungan hidup baik karena Kagiandustri, pencemaran, dan
kerusakan hutan tropis merupakan fenomena yan@sarengkhawatirkan setiap
negara di dunia ini. Kesemuanya itu tentu merupakanpak yang harus dibayar
mahal dikesampingkannya aspek lingkungan dalam Illkedan proses
pembangunan baik di negara maju maupun di negakarnbang. .

Aspek pembangunan ekonomi yang beroreientasi pauiustrialisasi,
perubahan kehidupan sosial budaya, dan lingkungdaphsudah sepatutnya
mendapat perhatian karena pembangunan selalu al@mpunyai dampak
terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyaraktt Bngkungan hidup.
Misalnya, rusaknya lingkungan fisik hutan akan kéya hilangnya suatu

kehidupan budaya, atau mengancam kelestarian Ihggku tumbuhan maupun



satwa.. Adanya pandangan yang mengatakan bahwaakpeagaruh modernisasi
eksistensi hukun yang berkenaan dengan tanah d@asmologi masyarakat lokal
mendapat tantangan. Menurut pandangan ini dampademmigasi ini terlihat
dalam sikap apatis, materialis, dan eksploittif.

Dampak modernisasi pada dasawarsa sekarang irak tldpat lagi
mengatasi segala masalah lingkungan hidup berupsadean lingkungan hidup
maupun pencemaran akibat adanya industrialisaglanDkondisi yang demikian
masyarakat kembali menggali nilai-nilai kearifaikdbuntuk dapat menjadikan
solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah dimg&n hidup yang makin
mengkhawatirkan sebagai ancaman terhadap kepemtiggaerasi yang akan
datang.

Kerusakan ekologis akumulatif dalam satu genera&sakhir telah
memberikan sinyal lampu merah. Pengelolaan ekontampa penyelarasan
implikasi sosial ekologisnya, yang ikut berperantpey dalam hilangnya jaminan
keselamatan manusia dan keamanan sosial dalansgesdédahan ekonomi telah
mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan prodakskdnsumsi sumber daya
publik yang merusak lingkung&nDampak perubahan iklim terhadap sektor-
sektor terkait sumber daya air dapat menyebabkanngieatnya kejadian cuaca,
tanah longsor dan kekeringan. Hal ini akan menitkgha kerusakan prasarana
dan sarana, menurunnya produksi pangan serta ancterjadinya badai dan

gelombang pasang.

! Dominikus Rato, Hukum yang berkenaan dengan tdakm kosmologi masyarakat Osing
(Desertasi), Tahun 2004, him. 8

2 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Rencana Nesiional Dalam Menghadapi Perubahan
Iklim, Tahun 2007, him.7



Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam kerang&acapaian tujuan
pengelolaan lingkungan hidup seperti tercantumndalandang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaagkungan Hidup,
selanjutnya disingkat dengan UURI No0.23 Tahun 199&saran pengelolaan
lingkungan hidup berdasarkan ketentuan UURI No.2ghuh 1997 pasal 4
adalah :

a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseiarbangara manusia

dan lingkungan hidup;

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan linggarhidup yang

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membimgkungan hidup;

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini danrgesnmasa depan;

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara &ijaks

f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesibatdap dampak

usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yaagyebabkan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui, batlpeagendalian
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksanajstiyaspengelolaan sumber
daya alam harus tetap memperhatikan aspek penyelamdaya guna, hasil guna
pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan ashsrlagjutan . Dengan
adanya UURI No. 23 Tahun 1997, tentunya menjadamaqokok pengelolaan
lingkungan hidup, di dalamnya tidak hanya mengtantang kewenangan negara

dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup tgiapnserta masyarakat tetap



menjadi bagian yang penting guna tercapainya peaatari sumber daya alam
yang sesuai dengan peruntukannya dengan terjamkabgstarian untuk generasi
mendatang.

Sifat heterogen  bangsa Indonesia memberikan cdw@kidupan
kemasyarakatan yang masing-masing tunduk pada hadatnya, hal ini juga
berpengaruh terhadap pengelolaaan lingkungan hidigetiap daerah di
Indonesia. Dalam konteks sosial budaya, hampiriagitiaerah di Indonesia
memiliki indigenous knowledge sistermasing-masing ketika ~melakukan
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam suatu organisaslsuasaan yang disebut
negara, selain terdapat Hukum Negara dalam benarktyran perundang-
undangan, juga berlaku Hukum Agama, Hukum Adat,rdekanisme-mekanisme
pengaturan lokal yang dapat berfungsi sebagai petajgjesosial.

Selama ini sering arah pembangunan diinterpretasikagan pendekatan
ekonomi sentris saja melalui modernisasi. Kenyatg@nmodernisisasi telah
membawa kerusakan lingkungan dalam jangka wakty ysmjang, sehingga
perlu ada alternatif dalam sistem pengelolaan linglan hidup dengan kearifan
lokal tanpa mengesampingkan hukum nasional. Prirkgprifan lokal ini
merupakan konsep berpikir dan berperilaku dalargkamenumbuhkembangkan
kesadaran dan kehidupan masyarakat yang optimak unewujudkan prinsip
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

UURI No.23 Tahun 1997 bila dicermati secara teksbedum maksimal
mengakomodasi kearifan lokal dalam mengoptimalkangglolaan lingkungan

hidup. Corak peraturan perundang-undangan yangasistik dapat menutup



ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaggkungan hidup dan
menggusur serta mengabaikan kebudayaan lokal yargerminkan kearifan
lingkungan

Dengan demikian keterlibatan masyarakat tampakitgk thanya dapat
dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-ugaantetapi juga melalui
penaatan norma hukum yang telah ada dan tumbulasiarakat melalui hukum
adat dalam wujud kearifan lokal yang ada dimasimging wilayah masyarakat
.adat di Indonesia. Wujud kearifan lokal tersebapat berupa : etika, religi,
kearifan lingkungan, dan norma hukum adat, merupdiekayaan yang perlu
dudayagunakan dan diakomodasikan dalam pembuatanijaken dan
pembentukan hukum negara mengenai pengelolaanuhiggk hidup.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat dalam pengelofgambangunan
nasional Rencana Aksi Nasional mempunyai sasarag parupa penyelarasan
semua instrumen kebijakan dan hukum, integrasi edlargsan penggunaan ruang
serta integrasi dan adaptasi dengan aspek-aspiek Isodaya melalui persiapan
sosial dan rekayasa sosial yang dilakukan berkmsiphda kekhasan masyarakat
dan lingkungan setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mgkgarsebuah karya
ilmiah dalan bentuk tesis dengan judulPENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL (Studi
di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten

Karangasem).

% Kementerian Negara Lingkungan Hidup, ibid, him.33



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahang ydapat
dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidigdam UURI No. 23
Tahun 1997 sudah memuat nilai-nilai lokal ?

2. Apakah prinsip-prinsip = kearifan lokal dalam pend¢gdo lingkungan
bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaagklingan hidup berdasarkan
UUR! No. 23 Tahun 1997 ~.

3. Apakah fungsionalisasi prinsip-prinsip kearifarkdb dalam pengelolaan
lingkungan dapat memperkaya prinsip-prinsip perigalo lingkungan hidup

pada UURI No. 23 Tahun 1997 ?

1.3 Tujuan Pendlitian
Penulisan tesis ini mempunyai dua tujuan utamg yaain dicapai, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikdn dan mencapai gelar
Magister Hukum di Program Pascasarjana limu Hukumvéssitas Jember.

b. Sebagai salah satu sarana untuk pengembangan hirkum yang telah
diperoleh di perkuliahan dan memberikan sumbangaryak tulis ilmiah

kepada almamater.



1.3.2 Tujuan Khusus
a. Mengritisi pengelolaan lingkungan hidup.
b. Mencari dan menemukan prinsip-prinsip kearitaal.

c. Untuk memfungsikan kearifan lokal dalam pengelallingkungan hidup.

1.4 Manfaaat Penelitian

Untuk menawarkan prinsip-prinsip kearifan lokal atal pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Jika tujuan tercapmka manfaat yang diperoleh
adalah pengembangan atau memperkaya prinsip-piuesigelolaan lingkungan

hidup.

1.5 Metode pendlitian

"Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin taddnadap suatu
permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.tuSymsenelitian ilmiah
dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang kentang objek yang
diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang dik&munitas ilmuwan sejawat

dalam suatu bidang keahligimtersubjektif)"*

Dengan demikian penemuan hasi
penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahgan dapat ditelusuri kembali

oleh sejawat yang berminat sebagai hal baru.

1.5.1 Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini tipe penelitiannya adalah tipenelitian hukum

doktrinal dan dengan berpedoman pada paradigmatrkks®nisme untuk

* Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian HukiNormatif, Bayu Media, Surabaya, 2005,
him.277.



mengkonstruksikan nilai-nilai hukum positif, hukuadat dan hukum agama.
Kedudukan nilai-nilai hukum merupakan satu rangkaidak terpisahkan, karena
sebagai warga negara setiap orang melakukan panaakam terhadap hukum
positif yang dibentuk oleh negara, hukum adat yaegumber dari cita hukum
masyarakat, dan hukum agama yang dianut setiag.oran

“Penelitian hukum doktrinal dipergunakan dalam kegka mengindetifikasi
konsep dan asas asas hukum pengelolaan lingkuniglamp lsecara nasional
khususnya setelah berlakunya UURI No. 23 Tahun 198@lam hal ini yang
mengatur tentang bentuk peranserta masyarakat dadsgelolaan lingkungan
secara nasionaf” Asas asas yang teridentifikasi dalam UURI No.T2#un
1997, akan menjadi acuan dalam memahami nilai-rjidang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat adat.

1.5.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdahenggunakan
pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini dipergnnaktuk menggali nilai-
nilai dalam hukum adat dan hukum agama yang adéeBa Tenganan
Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Kas@mga dan kemudian
digunakan memecahkan permasalahan yang ada. Qlehakailai-nilai budaya
merupakan hasil konstruksi sosial budaya, maka gletdn budaya selaras

dengan tipe penelitian dengan mempergunakan panacgnstruksionisme.

® Johnny Ibrahim , Ibid



1.5.3 Sumber bahan hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer terdiri atas :

a. UURI No. 23 Tahun 1997;

b. Perda Penataan Kawasan Pariwisata Kabupatemd¢@sem Nomor 8 Tahun
2003;

c. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat || Kgesem Nomor 395 Tahun
1999 Tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wi&ata Tempat-Tempat
Obyek Wisata Yang dikenakan Restribusi di Kabupddaerah Tingkat Il
Karangasem.

UURI No. 23 Tahun 1997, dipergunakan karena suni@ran hukum ini

merupakan hukum positif yang berlaku universaaaalvilayah hukum Negara

Indonesia, sedangkan Perda Penataan Kawasan R#aiwigabupaten

Karangasem Nomor 8 Tahun 2003, dan Keputusan Bifedala Daerah

Tingkat |l Karangasem Nomor 395 Tahun 1999 TentBegetapan Obyek dan

Daya Tarik Wisata Serta Tempat-Tempat Obyek Wisdemng dikenakan

Restribusi di Kabupaten Daerah Tingkat || Karangas#ipergunakan karena

kedua peraturan tesebut memiliki kaitan dengan DOesgganan Pagringsingan

sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisatabupaten Karangasem.

b. Awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamitanggis, Kabupaten
Karangasem;

c. Hukum Agama (Konsep Tri Hita Karana).

Awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggisbupaten

Karangasem dan Hukum Agama (Konsep Tri Hita Karalygrgunakan karena



sebelum hukum positif ini berlaku dalam masyarakdat Desa Tenganan
Pagringsingan telah tunduk pada hukum adat yargrdialam awig-awig dan

melaksanakan konsep Tri Hita Karana yang diatlanddlukum Agama.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

a. Buku-buku kepustakaan di bidang ilmu hukum yarenunjang pembahasan
dan khususnya buku-buku tentang lingkungan hidup.

b. Bahan yang diambil dari internet, khususnyaategtkearifan lokal dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

c. BahanHukum Tersier berupa hasii penelitian didDBenganan Pagringsingan
melalui metode partisipasi observasi.

d. limiah, khususnya tentang lingkungan hidup.

1.5.4 Metode Pengambilan bahan hukum

1.5.4.1 Pengambilan bahan hukum primer dilakukalalmestudi dokumentasi ;
bahan hukum primer melalui studi dokumentasi dikakudengan mencatat pasal-
pasal dalam UURI No. 23 Tahun 1997 yang secarataugisberkaitan dengan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkuihtgsil pencatatan kemudian
menjadi acuan dalam memahami makna substansi yatiganig dalam bunyi
pasal tersebut.

1.5.4.2 Pengambilan bahan hukum sekunder dilakugtadi pustaka, yang
didukung dengan hasii penelitian lapangan. Bah&urusekunder ini dilakukan

melalui pencatatan dari berbagai sumber kepustakgamy substansinya
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mendukung tentang pengelolaan lingkungan hidupsdarber kepustakaan yang

mendukung tentang pengelolaan lingkungan di Desgdrean Pagringsingan.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam pssuliesis ini adalah
analisis Interpretatif, yaitu analisa terhadap fenomena yang diinterpkeias
untuk mencari makna-makna guna memahami bahwg setsitas itu terdapat
logika-logika yang tidak tunggal, melainkan terdaparmonisasi antara nilai,
norma, dan simbol dalam perbuatan hukum masyaraalisisinterpretatif ini
dipergunakan untuk memahami bahwa setiap perubaglungan hidup dapat
terjadi terutama yang berakibat buruk terhadapklingan. Proses pengelolaan
lingkungan hidup dalam masyarakat adat Desa TeamgaRagringsingan
berkaitan dengan cara-cara masyarakat setempak omtangkontruksikan cita
hukum mereka dalam bentuk pola-pola perilaku dalaeninteraksi dengan
lingkungan dan dalam memanfaatkan hasil sumber diaya. Pola-pola perilaku
ini dapat berbentuk simbol yang bersifat regius isjadnasilnya didapat melalui
wawancara mendalam dengan Jro Mangku Widya seliagsm adat Desa

Tenganan Pagringsingan.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip-prinsip Kearifan lokal dan perkembangannya di Indonesia

Dalam memahami keberlakuan prinsip-prinsip kearif@akal dalam
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dapapdegkal dari berlakunya
teori sistem sebagai sejarah penjelajahan intedétds manusia dalam
menemukan cara yang paling tepat untuk mempelaaatu kesatuan yang
kompleks. "Menenius Agrippa, pada zaman Romawi &udah menggunakan
cara ini untuk menjelaskan hakikat negara, dalamirianegara sebagai suatu
kesatuan yang hidup, sebagai suatu keseluruhan wyaung dan sebagai suatu
kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yhigtérpisahkan®

"Dalam konsep teori sistem ini yang dikenal jugahghen nama teori
Analogi Organis®, setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebaggn yang
tak terpisahkan sebagai suatu keutuhan sehinggaggshnya dalam analisis ini
merupakan penegasan terhadap penajaman penglafiaddp setiap bagian dari
suatu kesatuan. Masyarakat di Indonesia yang bengalmlalam komunitas
masyarakat adat merupakan satu kesatuan dalam aNé&gatuan Republik
Indonesia sehingga, masyarakat adat sebagai bgaygnterpisahkan dari sejarah
berdirinya negara Republik Indonesia, menjadi bagang tidak terpisahkan dari
pencapaian tujuan negara seperti yang tercantueimdainea 1V UUD 1945.

Konsep dalam analisis organis ini menyerupai ppirfsdlisme, dengan

penegasan bahwa metode yang terbaik dalam anaigasis adalah keterkaitan

® Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatue®is Mandar Maju, 2003, him.52.
" Lili Rasjidi , Wyasa Putra, Ibid, him. 60
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antar bagian. Ketika teori organis dipadukan derngan-teori pendekatan lain,
maka akan menjadi teori sistem, sehingga padaras#eori sistem merupakan
teori organis yang mendapat pematangan melalueprpsrkembangannya dan
merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan deatitis-mekanis terutama
dalam perspektifiuman sciencesCiri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :

1. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tedbedalam satu
kesatuan interaksi ;

2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuamrigan yang satu
sama lain saling bergantung ;

3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk saatkan yang lebih

besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembenitykan

. Keseluruhan itu menentukan ciri ciri setiap baggambentuknya ;

.Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahaika dipisahkan dari

keseluruhan itu ;

6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secaradimatau secara
keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

(20~

Teori sistem memberikan beberapa penekanan esistesn dari suatu
kesatuan, yaitu esensi dari sistem suatu kesateisensi dari bagian yang
membentuk sistem, esensi mengenai cara dalam maigggsuatu kesatuan yang
besar dan bagian-bagian yang membentuk satuanTdari sistem ini jika
dihubungkan dengan adagiddbi Societes, Ibi luyang dicetuskan oleh Cicero
memberikan pemahaman yang lengkap tentang hubuiggum dengan
masyarakat.

Di Indonesia kearifan lokal dalam pengelolaan lunglgan hidup yang
dimiliki oleh masyarakat adat pada hakikatnya begial pada sistem nilai dan
relegi  yang dianut dalam komunitasnya dan menjaagian yang tidak

terpisahnya dari kedudukannya subyek hukum dalegana. Tiada masyarakat

8ili Rasjidi , Wyasa Putra, Ibid, him.59.
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tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, rhabarmakna hukum
diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupareka. Hal ini dapat
diartikan bahwa sebagai suatu bentuk hubunganpgard@mponen masyarakat-
hukum-masyarakat, hukum dibentuk oleh dan dibeKakuuntuk masyarakat.
Adagium ini dapat dibenarkan dengan kenyataan bahwkaum adat dalam
masyarakat masih berlaku dan mengikat masyarakat.

Sifat pluralistis di Negara Indonesia menyebabkenagaman hukum yang
mengikat masyarakat yang dapat berupa hukum lagleadm nasional dan hukum
inetrnasional. Dalam setiap kepentingan yang misdivae keberlakuan antara
hukum adat dengan hukum nasional dan hukum intemgspada hakikatnya
memerlukan proses harmonisasi antar kepentinggoaiwari harmonisasi ini
adalah keadilan atau hukum yang adil yang kemud@pat diberlakukan di
masyarakat. Konsep keadilan yang ingin dicapai mewyg hubungan yang erat
dengan alam idea atau alam cita rakyat Indonearay yterkandung dalam
filosofis Negara Indonesia.

Dalam perkembangan sekarang ini prinsip-prinsiprifea lokal dalam
pengelolaan lingkungan di Indonesia mendapatkahaten dan merupakan
wacana yang berkembang dalam Rencana Aksi Nasidslam menghadapi
perubahan iklim. Dengan demikian Rencana Aksi diadiPengurangan Resiko
Bencana yang disusun oleh Pemerintah Indonesiapalkan bentuk komitmen

terhadap Resolusi PBB 63/1999,
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yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor pémjeresiko bencana
termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hid@alah satu prinsip yang
dipergunakan adalah melalui intergrasi setiap aasamitigasi dan adaptasi
dengan aspek-aspek sosial budaya melalui persegumial dan rekayasa sosial

yang dilakukan berbasiskan pada kekhasan masyatakdingkungan setempat.

2.2 Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam bentuk pengelolaan lingkungan
hidup di Indonesia

Pancasila merupakan sumber cita-cita bangsa Indors=hingga secara
material nilai-nilai dalam Pancasila tersebut madlipaspek budayanya dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh kitwerseecara filosofis dalam
nilai Pancasila terdapat keseimbangan antarakéaihanan, nilai Kemanusiaan,
Nilai Kebangsaan, nilai Kemasyarakatan, dan nid@mokrasi® Landasan
filosofis ini menjadi kaidah dasar yang melandasnpangunan dan lingkungan
hidup di Indonesia yang terdapat dalam PembukaaD W@45, pada alinea ke 4
yang menyatakan :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Perttedri Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan balumpah darah Indonesia,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bardas kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disalsi{émerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Medadonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepadaddtetn Yang Maha Esa,

° Kementerian Lingkungan Hidup, op.cit, him32
% Noor Ms Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, Ltgelf ogyakarta, Tahun 2001, him. 32.
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Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indodas Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyataa/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi sekyat Indonesia”.

Alinea ini memberikan makna tentang penegasan Keavajnegara dan
tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumblkxmdéngkungan hidup
Indonesia guna pencapaian kebahagiaan seluruh trakglanesia. Pemikiran
dasar ini kemudian dirumuskan lebih konkrit dalatdDJ1945 Pasal 33 ayat (3)
yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang tedkeng di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-bedeemakmuran rakyat”.

ini berarti, bahwa UUD 1945 telah memberikan laasakonstitusional
bagi negara untuk menjalankan kewajibannya agar beumdaya alam
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuraatralng nantinya harusiah
dapat dinikmati generasi masa kini dan masa depeaara berkelanjutan. Bila
dibandingkan dengan UURI No. 4 Tahun 1982 yang aamgmiliki 24 pasal
dengan pengaturan yang terbatas, maka UURI No.aB8mm 1997 yang memiliki
jumlah pasal yang bertambah dan lebih rinci mengaial-hal baru yang
sebelumnya tidak diatur, antara lain dalam UURI28drahun 1997 Pasal 7 yang
menyatakan ; masyarakat mempunyal kesempatan yeng dan seluas-luasnya
untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungdophserta memberikan
jaminan hak setiap anggota masyarakat untuk metidapaformasi di samping
kewajiban pemerintah dan setiap orang yang melakwtau kegiatan untuk
menyampaikan informasi yang benar dan akurat memgeengelolaan

lingkungan hidup.
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Masyarakat mempunyai hak mengeluarkan pendapadaphpenerbitan
izin melakukan usaha atau kegiatan pengelolaakumgan yang kemungkinan
risiko terjadinya pencemaran atau perusakan lingaanhidup. Peran serta
masyarakat dalam proses menyatakan pendapat dapgiabdengar pendapat,
pernyataan keberatan,dan lain-lain sikap dalamegrgengambilan keputusan
izin. Bentuk peran serta masyarakat dapat beruparmentasi dalam hubungan
manusia dengan lingkungan melalui prinsip-pringprifan lokal yang berbentuk
harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan lpargjfat serasi, selaras
dan seimbang yang dituangkan dalam UURI No.23 Tal097.

MenurutLawrence M. Friedmanada tiga elemen atau aspek dari sistem
hukum, yaitu Structure, subtancelanlegal cuclture
Pertama :Structure, menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat
dan melaksanakan undang-undang. Struktur lembaga lyarwenang membuat
dan menjalankan hukum dalam hukum positif adalabwekangan lembaga
legislatif dan lembaga eksekutif mempunyai kewagibantuk malaksanakan
hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif Hakum yang dibuat berlaku
secara universal dalam wilayah kesatuan Negaranésia. Dalam masyarakat
hukum adat kewenangan dalam membuat hukum adahaBaisa Adatnya yang
disesuaikan dengdmonsep desa, kala, patkedua : Subtance,yaitu materi atau
bentuk peraturan perundang-undangan yang terbdagmdhukum tertulis dan
common law sistemSubstansi hukum tertulis dapat meliputi kepemtimgublik

sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUD 1945 slamber kewenangannya yang

' Erman Rajagukguk, Ridwan Khairandy (Ed), Hukum Hanmgkungan Hidup di Indonesia ,
2001, him.495.
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bersifat atribusi, sedangkan hukum tidak tertulidssansi hukumnya sangat
dipengaruhi oleh cita hukum masyarakatnya sebagastkuksi pikiran yang
tertuang dalam hukum lokal berbentalig-awig Ketiga : Legal culture,
adaiah apa yang disebut dendgegal culture maksudnya sebagai sikap orang
terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkpedsyaan akan nilai,
pikiran atau ide. Dalam masyarakat adat Desa Temg&agringsingan budaya
hukum masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agamduHdan kepercayaan
terhadap leluhur dan setiap perilaku masyarakatelau dikaitkan dengan sifat
sakral dan profan, sehingga penaatan hukum yajagditardak hanya bersifat
material tetapi juga imaterial.
Friedman mengemukakan bahwa setiap masyarakat dalam  negara
mempunyai suatu budaya hukum. Hal ini tentu saiaktberarti bahwa
setiap orang mempunyai pikiran yang sama, sehimdglam konteks
budaya hukum Carl Von Savigny dengan dokuatkgeist.Dalam Doktrin
ini dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melamkéumbuh dan
berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Karisepgenurut teori
realitas dari Van Vollenhoven dipengaruhi oleh agaitengan berlakunya
hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan nmaligds 2
Ini berarti pembentukan dan eksistensi hukum titllepas dari tujuan
untuk mendapatkan penyeiesaian terbaik dalam panang suatu konflik,
sehingga keterkaitan budaya hukum dengan efektifinylum positif yang
dibentuk negara tidak terlepas dari cara bagaindanadari mana materi hukum
yang dibentuk bersumber.
"Jika dilihat dari perspektif Antropologi Hukum ditakan hukum yang
secara nyata berlaku dalam masyarakat, selain jigvdalam bentuk hukum

negara(state law) juga terwujud sebagai religious law dan hukumidsdman
(customary lay”*®  Selain itu hukum juga dapat terwujud dalam

2 Erman Rajagukguk, Ridwan Khairandy (Ed), Ibid, #86.
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mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secaata nyerlaku dan
berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalamasyarakat.
"Sebagaimana dijelaskan dalam Mashab Sejarah, @akehidupan
masyarakat hukum itu diatur oleh kaidah-kaidah hukyang bersumber
pada budaya mereka dan karena setiap masyarakainhulemiliki budaya
hukumnya sendiri-sendiri:*

Hukum negarastate lawy bukanlah merupakan satu-satunya wujud hukum
yang beriaku di masyarakat, dalam konteks peranserasyarakat dalam
pengelolaan lingkungan juga dapat dilihat darieBspukum, berdasarkan
ketentuan ~ UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 7 menyatakan “Masyarakat
mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luastukaherperan serta dalam
pengelolaan lingkungan hidup”. Apabila dicermatitekauan pasal ini sifat
pengaturannya sangat umum sehingga memungkinkaryadeleluasaan bagi
kelompok masyarakat tertentu untuk mengejawantahkeakna peranserta
tersebut sesuai budaya hukumnya. Hal ini tercerrketentuan UURI No0.23
Tahun 1997 Pasal 7 ayat (2) khususnya huruf b ydalgm Penjelasannya
menyatakan “Meningkatnya kemampuan dan kepelopomaasyarakat
meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalamggletaan lingkungan
hidup”.

Hal ini menunjukkan, bahwa dari landasan hukumnyamasyarakat
diberikan peran seluas-luasnya dalam keterlibagnmytuk ikut aktif dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti ranahumkuga mempunyai makna

hukum sebagai instrumen kebudayaan yang berfumggk umenjaga keteraturan

sosial atau sebagai sarana pengendalian sosiaf s&#in hukum negara juga

13| Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alarad@erspektif Antropologi Hukum,
UM Press, 2006 him. 6.
% Nyoman Nurjaya , Ibid, him.131.
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terdapat sistem-sitem hukum lain seperti hukum.ddatebagai bukti bahwa di

Indonesia terdapat fakta kemajemukan hukum ataalgme hukum.

2.3. Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Desa Tenganan Pegringsingan.

Fakta kemajemukan hukum atau pluralisme hukum ddjpsrgunakan
untuk menjelaskan suatu situasi dalam hal dualatah sistem hukum berlaku
secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupsial sstau menjelaskan
keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian| sgmiey berlaku dalam
masyarakat serta menerangkan suatu situasi terdaagtau iebih sistem hukum
berinteraksi dalam suatu kehidupan sosial. Basksiiu dalam masyarakat yang
berguna untuk memahami hukum dalam masyarakatssetan , oleh karena itu
hukum harus dipelajari sebagai bagian yang takisngan dari aspek
kebudayaannya, seperti : struktur sosial, sisteketabatan ataupun sistem religi.

Hukum sebagai kaidah dalam perkembangannya saeggértiung pada
komponen-komponen yang berupa rasionalitas masgtadat, sejarah, adat-
istiadat, pedoman perilaku yang benar sebagai kakugang berpengaruh
terhadap perkembangan hukum, dan adanya konsistlamsimasing-masing
komponen dalam penaatan hukum oleh masyarakat haklam sehingga hukum
dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembapgtemsi yang dimiliki oleh
masyarakat. Di Desa Tenganan Pagringsingan bdmakfan lokalnya tidak
dapat dilepaskan dari kehidupan sosial budayarelagi yang berkaitan dengan
tata lingkungan pemukiman, tata pengelolaan sumieeya air dan tata

pengelolaan perlindungan hutan.
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Bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungirdesa Tenganan
Pagringsingan tidak dapat dilepaskan dengan adaalyalayat dalam masyarakat
hukum adat yang hakekatnya merupakan hak kepuniassama desa adat
sebagai kesatuan yang terkuat terhadap tanah dalas@ng ada di atasnya, dan
dituangkan dalam bentulwig-awig sebagai hukum yang harus ditaati dan
menerapan sanksi jikawig- awigdilanggar.

Dalam tata lingkungan pemukiman, di Desa Tenganagriigysingan
bentuk wilayah pemukimannya membujur dari Utara seamakin merendah ke
Selatan, dengan pola perkampungan yang memusaa peagelolaan sumber
daya air dipergunakan sistem pengairan tradisipaay dikenal dengasubak.
Tata pengelolaan perlindungan hutan diatur dalag-awig yaitu pengaturan
tentang perilaku masyarakat terhadap kutan lindwegerti tata penebangan
hutan, tata pengambilan hasil hutan yang berupah-buahan dan tata

pengambilan pohon yang roboh secara alamiah.
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BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

“Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bag#énkebudayaan dan
secara lebih spesifik merupakan bagian dari sigtengetahuan tradisional, dan
beberapa kearifan lokal yang memiliki nilai uniarseperti historis, religius,
etika, estetika, sains, dan teknologi yang disdblkal genious'™ indonesia
sebagai suatu negara yang menuliskan semboyan éiainfunggal lka dalam
lambang negara burung Garuda, menjahdition sine qua nomntuk secara
konsisten memperhatikan dan mengakomodasi kealifighungan masyarakat
adat dalam pembuatan kebijakan dan penyusunarupsrgierundang-undangan
sebagai wujud pengakuan terhadap pluralisme hulamg gecara emperis hidup
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Secara substansi pokok-pokok isi kearifan lokalipodél unsur-unsur :
konsep lokal, cerita rakyat, ritual keagamaan, kep@an lokal, berbagai
pantangan dan anjuran yang terwujud sebagai siginitaku dan kebiasaan
publik dan secara fungsional salah satu dimensifeedokal dalam pengelolaan
lingkungan hidup adalah dimensi metode dan pendekging mengedepankan
kearifan dan kebijakan serta dimensi arah dan tuy@ng menekankan harmoni,
keseimbangan dan keberlanjutan. . Dalam alam pilkasyarakat adat yang
bercorak religius magis, manusia bertugas untukjagenkeseimbangan alam

semesta, dan jika perilaku manusia menjadi serakahysak keseimbangan alam,

5| Wayan Geriya, Konsep dan Strategi Revitalisasirifan lokal Dalam Penataan Lingkungan
Hidup Daerah Bali , Makalah Seminar Nasional, Lékdhiv.Udayana, 2005, him.3.
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atau tidak selaras dengan alam, maka akan tergghricangan dalam alam
semesta yang dapat berupa bencana alam.

Sebagai satu gambaran awal tentang karifan lak@inpserta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat disajéwatu bentuk hukum adat di
Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggigbug&ten Karangasem,
Propinsi Bali sebagai berikut : Masyarakat Desagdean Pagringsingan sebagai
masyarakat agraris memanifestasikan konsep kesaterahidup dengan
lingkungan melalui ritualfumpek Uduhyaitu suatu ritual berupa persembahan
sesaji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sebagai uapaa kasih kepada Sang
Pencipta Alam yang telah memberikan manusia sundaga alam yang
bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan pada sistem kepercayaan yang ada dagimtraksikan
bahwa masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan addilamasyarakat religius.
Dalam konsep masyarakat religius, berbagai unskanmd&ehidupan masyarakat
bernilai keramat yang harus dibedakan dengan sajuomsur lain yang bernilai
profan sesuai dengan Klasifikasi binari oposisilabakonsep masyarakat adat,
hutan tercakup dalam kategori lingkungan keramapayd penyelamatan
lingkungan dilaksanakan dengan berdasarkan nilael&easan, nilai magis
religius, dan nilai gotong royong. Pada dasarnjai-nilai tersebut memang
masih bersifat abstrak, nilai ini diderivasi keatalnorma adat, sehingga aturan-
aturan adat merupakan perwujudan yang konkrit.uldega berfungsi untuk

menata perilaku warga masyarakat adat.
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Skema K erangka Konseptual

HUKUM NEGARA

HUKUM GLOBAL

PRINSIP
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP

HUKUM ADAT BALI

KEARIFAN LOKAL

HUKUM LOKAL DESA
TENGANAN
PAGRINGSINGAN,
KEC.MANGGIS,
KAB.KARANGASEM.

PRINSIP-PRINSIP
BARU YANG
DITAWARKAN
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BAB4 PEMBAHASAN

4.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UURI No. 23
Tahun 1997

Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem dapafladikan bagaimana
hukum bekerja dalam masyarakat atau untuk mengksiem hukum dalam
konteks pluralisme hukum yang saling berinteraledaich suatu kehidupan sosial.
Tujuannya adalah untuk mencapai keteraturan, selsagtu cita hukum yang
konkrit terwujud dalam bentuk kepastian hukum, &efaatan dan tujuan
keadilan.

"Dalam teori hukum diartikan, bahwa kaidah hukunenmiiki daya
berlaku secara filosofis dalam arti sesuai deng#a-cda hukum yang
mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat, lyardaku secara sosiologis
dalam arti diterima dan diakui sebagai norma yasyiai dengan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat dan berlaku secara yuritliBalam kaidah hukum ini
dapat ditelaah dua sifat pokok kaidah hukum ya#tid&h yang bersifat mengatur
perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertibaterkiraman dan kedamaian
dalam hidup bersama serta kaidah yang bersifat kesangmng berbentuk sanksi
secara represif.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia adalah regeang bercorak
multikultural, termasuk kemajemukan sistem hukumgyberlaku di masyarakat.

Hal ini, karena selain berlaku sistem hukum nedstae law) melalui produk

'8 | Nyoman Nurjaya, Op.cit, him.9.
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peraturan perundang-undangan, tetapi juga di sisi $ecara de facto juga
terdapat sistem hukum adat dalam kehidupan masgtar@keh karena itu dalam
melibatkan peranserta masyarakat dalam kerangkgefmaan lingkungan hidup
sebagai suatu yang sangat penting karena pemeaatanber daya alam akan
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk Hahgi secara optimal.
Untuk itu menumbuhkan peranserta masyarakat metainsip-prinsip kearifan
lokal harus dijalin kemitraan antara pemerintah gd@n masyarakat melalui
penguatan hukum adatnya. “Bahwa hukum yang hithelfving law, di tengah
masyarakat adalah keniscayaan, walaupun memangtsdmminan posisi hukum
negara tetap dipandang sebagai salah satu hukung Yyenlaku dalam
masyarakat™’

Jika paradigma pembangunan hukum yang dianut petakrihanya
berdasarkan sifat sentralistik hukum melalui immeatasi politik unifikasi dan
kodifikasi hukum, maka akan memberikan implikaskima negara cenderung
menggusur, mengabaikan dan mendominasi keberadatamshukum adat.
Indonesia telah diberlakukan suatu sistem pengaiolagkungan yang termuat
dalam UURI No. 23 Tahun 1997 tidak dapat dipungKomahwa keterlibatan
masyarakat yang tergabung dalam masyarakat sebgalah melakukan usaha
usaha pengelolaan lingkungan dengan pedoman huetatmeasing-masing yang
senyatanya telah menganut prinsip pembangunan ysaigelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

" Abdia Yas, dkk, Potret Pluralisme Hukum dalam mesaian konflik sumber daya alam,
Pengalaman dan Perspektif Aktivis, Huma, 2007, him.
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Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengeislmaber daya alam
dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui pola keran'® Untuk
membuktikan adanya kemitraan dalam interaksi hukegeara dan hukum adat
dalam masyarakat, maka upaya yang harus dilakukitata memberikan
pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadapgrhaklat guna mencapai
karakter hukum yang multikultural untuk memperkokigincapainya integritas
bangsa. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hiapidupan sosial dalam
wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan normm@ma hukum adat
merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkandiakomodasi dalam
pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negarmemai pengelolaan
lingkungan hidup.

Kehidupan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan umaigtalam
kedudukannya sebagai mahluk sosial mempunyai kabgnggan yang sangat
tinggi pada lingkungan untuk dapat hidup optimakldin interaksi manusia
dengan lingkungan dapat dikategorikan dalam duatukerkosistem yaitu
ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Salah ssattibber daya alam yang
penting di Indonesia adalah kawasan hutan sebagdes daya alam hayati yang
terbesar.

“Hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokokuytingsi ekologis,
hutan menghisap karbon dari udara dan mengembatikaigen bersih kepada

manusia dan fungsi ekonomis, manusia telah memi&afadutan dari generasi

18 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungatisitkedelapan, UGM Press, 2005,
him.61.
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ke generasi . Pemanfaatan yang dikenal manusiehdtan adalah pengambilan
hasil hutan, terutama kay..

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusiahapangelola dalam
sistem tersebut. Timbuinya kerusakan lingkunganupedtan pengaruh atas
tindakan manusia yang mempunyai konsekuensi padaungan. Di Indonesia
hubungan manusia dengan lingkungan telah menyaigadgebudayanya. Dengan
demikian, manusia ternyata bertindak sebagai pyaak mengambil manfaat dari
alam dan sebagai pihak yang pengabdi kepada alaatumepaya pelestarian.

Jika ditinjau dari segi kelompoknya, lingkungan updmanusia dapat
digolongkan menjadi tiga , yaitu :

a.Lingkungan fisikal (physical environment)yaitu segala sesuatu yang
berada di sekitar manusia dalam bentuk mati sepegunungan, udara,
air, sungai, sinar matahari, dan lain-lain.

b. Lingkungan biologig(biological environment)yaitu segala sesuatu yang
ada di sekitar manusia berupa organisme hidupnsef@nusia seperti
hewan, tumbuh-tumbuhan-tumbuhan, jasad renik, alardin.

c. Lingkungan sosiatnvironment yaitu lingkungan yang mempunyai aspek
sikap, s%)erti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwsigap kerohanian, dan
lain-lain:

Konsep manusia mempengaruhi alam, alam mempenganahusia ini
berarti manusia dalam hubungannya dengan alam maensperhitungkan
nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis daekonomis. Ini membawa
konsekuensi bahwa  ancaman  terhadap alam  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak lain akan tataga sikap manusia
sendiri, baik sebagai diri pribadi secara manamgupun sebagai anggota
masyarakaft?

19 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Limgjan, Konservasi Sumber daya alam
hayati dan Ekosistemnya, Edisi pertama, UGM PrBslsun 1991, him.3

2 | Nyoman Nurjaya, Hukum Lingkungan Adat Tenganagihgsingan Bali (Tesis), Th.1985,
him.7.

“IKoesnadi Hardjasoemantri, Op.cit, him.5.
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Gerakan terhadap perlindungan ekosistem dapaiudgakmelalui hukum
sebagai sarana yang diharapkan mampu mengatuncaerjan lingkungan hidup.
Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipigaldari gerakan negara-
negara sedunia untuk memberikan perhatian yang ledsar kepada lingkungan
hidup mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidlgh tenenjadi masalah yang
perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hdddpnia ini.

"Secara internasional perhatian terhadap masalgkungan diawali dengan
diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hitgmusia(United
Nations Conference on the Human Environmentiselenggarakan di
Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang dalaatusresolusi khusus
Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hargkungan Hidup
Sedunia”. Pada tahun 198@ternational Union for the Conservation of
Nature and Natural Recources (IUCHgrsama-sama denglimited Nation
Environment Programme (UNEP) dan World Wildlife BurfWWF)
menerbitkanWorld Conservation Strategy (WC8alam upayanya untuk
memenuhi kebutuhan konservasi, yang meliputi pefagh sistem produksi
yang ekologis tepat dan pemeliharaan kelangsungadup h dan
keanekaragamanny&®”

Ketentuan khusus tercantum dalé@ection 11 WCS$entang tindakan
hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijeaan pembangunan
berkelanjutan pada tingkat nasional, yaitu bahwatusukomitmen untuk
mengkonservasikan sumber daya hayati negara peetagkan dalam undang-
undang dasar atau instrumen hukum yang sesuai. tk@mitersebut perlunya
kewajiban negara untuk mengkonservasi sumber dayatihdan sistem yang
meliputinya, hak warga negara akan lingkungan ysabil dan keanekaragaman,

dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkutagaebut. Jika dikaji hasil-

hasil Konferensi Stockholm, terdapat penanganarg yewkup jelas terhadap

?’Koesnadi Hardjasoemantri, Op.cit, him.10.
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masalah lingkungan hidup termasuk di dalammya gerega melalui perundang-

undangan. Konferensi Stockholm telah memberikaorgan yang kuat terhadap

perkembangan hukum lingkungan baik dalam taraf omasi maupun
internasional. Ruang lingkup kepedulian lingkungada dasarnya adalah sangat
luas, dan mengingat juga pemecahan masalah hatarsgdaari berbagai sektor,
maka peraturan harus memuat jangkauan instrumerg yYangkap untuk
melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kshij@an secara

Internasional didorong oleh hasil keri&orld Commision on Environmental

Development (WCEDYyang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

tahun 1983 WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunanlioheri

aspek yaitu terdiri atas :

a. Membentuk atau memperkuat badan-badan untuk meigidingkungan dan
mengelola sumber daya alam

b..Melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiahand pemilihan
kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dardadigudut politis;

c. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dodisstri untuk nasehat,
asistensi dan dukungan timbal balik dalam membgmmbentukan dan
pelaksanaan kebijaksanaan, hukum dan peraturan ujual pembangunan
industri yang lebih berkelanjutan ;

d. Memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjiéerriasional yang ada
untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangurexkelanjutan, dan

perlindungan sumber daya alam ;
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e. Memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampaigklingan dan
kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumizer day

"Di negara Indonesia laju pembangunan sangat dgreihgoleh hubungan
dengan dunia internasional. Pengaruh negara mdjuahg perdagangan,
teknologi, dan investasi masih sangat besar di nesi@, sehingga
tampaknya perkembangan ekonomi selama ini dikualsdn pandangan
klasik dan neo klasik yang menempatkan kebebasadtamsene pasar
selaku alat pengelola sumber alam sebagai primdipkp™>®

Mekanisme ini bekerja tanpa pertimbangan lingkundg@atup, modal
pembangunan melalui mekanisme pasar juga mengabp#anan barang dan
sumber alam yang belum memiliki kegunaannya untuiktw sekarang,
sedangkan lingkungan hidup penuh berisikan tumbatbtihan, binatang, zat dan
benda yang tidak diketahui manfaat dan kegunaatmaga manusia di masa
sekarang masa akan datang.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa pikiaansarannya
tentang pengaturan hukum mengenai masalah lingkuhgiip manusia dengan
menunjukkan pentingnya peranan hukum untuk kepetiergebut yaitu :

1.Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseloruproses
sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adagiunateri yang harus
diatur ditentukan oleh ahli dari masing-masing eektdi samping
perencananan ekonomi dan pembangunan yang akan erfetikan
dampak secara keseluruhan ;

2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangpat dersifat
preventif atau refresif. Sedangkan mekanismenyabati@rapa macam
antara lain dapat berupa perizinan, insentif, defahehukuman ;

3. Cara pendekatan atau penanggulangan dapat beedfatal ;

4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harwstaisoleh suatu
usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dadsacs lingkungan
hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum &aken berhasil
apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan pergagaiangan itu
dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya

%3 Koesnadi Hardjasoemantri ,Op.cit.him.54.
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5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungaaktidiapat dilepaskan
dari keadaan aparat administrasi dan aparat penbgkim dalam
kenyataan sehari-h&f.

"Strukturisasi dalam setiap hubungan manusia dendjagkungan

menyebabkan setiap perbuatan manusia terhadapufiggh didasarkan

pada aturan hukum yang mengikatnya sehingga priksigstarian akan
dapat dioptimalisasi hasilnya. Hal ini dikarenakeiko lingkungan tidak
saja terjadi secara alamiah, melainkan juga daddlon faktor teknologi
dan sosial budaya lain, baik secara sengaja maspoara tidak secara
sengaja. Antara manfaat dan resiko lingkungan patdaubungan yang
erat, suatu dapat merupakan manfaat dan risikoligeka sehingga
keterikatan antara manfaat dan resiko lingkungampak juga dari hal
bahwa mengambil manfaat lingkungan selalu akan mmaukan risiko
lingkungan.®
"Pengelolaan lingkungan hidup maknanya adalah sebagspha secara
sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingla agar kebutuhan dasar
manusia dapat terpenuhi sebaik baiknffa.’'Dalam UURI No.23 Tahun 1997
dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan yang dimaksudgatenpengelolaan
lingkungan hidup adalah : upaya terpadu untuk neaigan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, perataria pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengandialjkungan hidup.
Jika dicermati digantikannya UURI No 4 Tahun 1@82h UURI No. 23
tahun 1997 yang memberikan beberapa pertimbangan ya
1. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karuararahmat Tuhan Yang
Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia meampsakang bagi

kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesugarde Wawasan

Nusantara.

24 RM.Gatot P.Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungatohesia, Sinar Grafika, Jakarta,
1991, him. 28.

% Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Bangunan, Djambatan, 1991, him.69.
% Koesnadi Hardjasoemantri , Ibid, him.73.
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2.bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber dayausiark memajukan
kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Ungzaeng Dasar 1945
dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkamcasta, perlu
dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berseaiangkungan hidup
berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpaduns=iyeluruh dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dagrgsi masa depan.
3.bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaakulgg;n hidup untuk
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkumigap yang serasi,
selaras dan seimbang guna menunjang terlaksanamgmmbapgunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
4.bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidiafam rangka
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunig@up harus
didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikagkati kesadaran
masyarakat dan perkembangan lingkungan global gsetangkat hukum
internasional yang berkaitan dengan lingkunganmfdu
Dari pertimbangan tersebut di atas terdapat prpsnsip dasar
pengelolaan lingkungan hidup yaitu : lingkunganupidsebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa Yang, prinsip keterpaduan dalam pelage lingkungan hidup,
pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keastar, keseimbangan, dan
keserasian, prinsip keberlanjutan pengelolaan lingkn hidup melalui
penormaan hukum dengan memperhatikan tingkat kesadsasyarakat. Prinsip-

prinsip ini merupakan kesatuan prinsip yang dapahpiimentasikan dalam

?’Koesnadi Hardjasoemantri , Op.cit, him.73.
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perilaku manusia dengan lingkungan hidup yang adkidarnya melalui

serangkaian upaya-upaya yang dilakukan untuk mbaralikelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagameantuang dalam

ketentuan UURI No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 butir 5.

Prinsip-prinsip  tersebut mempunyai kegunaan untuklegptarian
lingkungan yang maknanya adalah tercapainya kemampumgkungan yang
serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuanuliggk, karena hanya
dengan kemampuan lingkungan yang serasi dan segmigapat dicapai
kehidupan yang optimal. Aspek yang terpenting dalprmsip ini adalah
pelestarian, yang jika dikaitkan dengan lingkungammsip ini tidak dalam arti
yang sebenarnya tetapi pelestarian dalam kemampugkungan karena
lingkungan dihubungkan dengan pembangunan selalu kjadi perubahan baik
manfaat maupun risiko.

Pelestarian lingkungan ini tentu tidak hanya menfatiggung jawab
negara, tetapi dengan keberlakuan hukum adat yagmpikat masyarakat di
Indonesia peran masyarakat dalam upaya pelestamiatidak hanya untuk
melaksanakan hukum negara tetapi juga masyaraklatimhuadat memiliki
tanggung jawab terhadap hukum lokal yang mengilatnyJURI No.23 Tahun
1997 Pasal 5 ayat (3) menyatakan : "Setiap orangnpuayai hak untuk
berperanserta dalam rangka pengeiolaan lingkungaphsesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. DalanjeRsan pasal ini, peran

yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambiputusan baik dengan
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cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapatiengan cara lain yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi keikutsertaan masyarakat secara ludskuhg dengan
keberadaan Pasal 7 ayat (2), peranserta masyanakatii cara :

1. Kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan

2. Menumbuhkankembangkan kemampuan dan kepeloporayaralat ;

3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untukukala pengawasan
sosial ;

4. Memberikan saran pendapat ;

5. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan lapora

Rumusan cara kontekstual tersebut tampaknya dapajati pedoman
adanya ruang gerak yang lebih luas kepada masyarak&k mewujudkan suatu
pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan batltagan mempergunakan
nilai-nilai yang sebelumnya sudah tumbuh dan mergikasyarakat yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.&ansep kemandirian dan
keberdayaan masyarakat terdapat sifat-sifat otomamyarakat adat sehingga
tujuan pelestarian lingkungan tersebut memang mdenkebutuhan dalam
komunitas masyarakat adat setempait.

UURI No. 23 Tahun 1997 Pasal 7 ayat (1) mengatotatey peran
masyarakat, yaitu : masyarakat mempunyai kesempaag sama dan seluas-
luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkurigdap. “Mengacu pada
prinsip contextualisndalam interpretasi terdapat salah satu aeasitur a sociis

artinya suatu hal diketahui dasssociatediya ini berarti suatu kata harus
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diartikan dalam rangkaianny&®’ sehingga memahami ketentuan dalam Pasal 7

ayat (1) mempunyai dimensi yang memungkinakan amlasyatu sistem

pengelolaan lingkungan yang luas kepada masyanaedalui pemberdayaan

rasionalitas mereka dalam memandang hubungan naathersgan lingkungan.
Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup menjadngat penting
manakala pembangunan dipandang sebagai segalgaatiatam segala
dimensi kehidupan. Mulai dari yang bersifat pergomagional, global
mempengaruhi aspek sosial, aspek ekonomi, politkebudayaan.
Pembangunan yang mengglobal dalam segala maknadideensi, telah
menyentuh segala sela-sela pergaulan sosial dadémiah terkadang tidak
lagi disadari manakala pembangunan itu sendiri p&aid@n perubahan
yang negatif®’

Sebenarnya pembangunan adalah proses kebudayaan dyi@mpuh
manusia, baik berinteraksi dengan manusia sesamawaygpun dengan alam
lingkungannya untuk mencapai kesejahteraannyai Midausia di dalam proses
pembangunan berpijak dari filosofis bahwa kodrahuseéa adalatessential up
operator, manusia adalah esensi yang ada dalam segenajtasklya. Secara
sosiologis, kodrat manusia selalu berada dalatu giemakan perubahaf.

Untuk menjalankan upaya pelestarian lingkungan gitiiaka penciptaan
kondisi  yang mendorong masyarakat untuk menjalankaak-hak atas
pembangunan terlibat secara aktif. Mendorong paa&ss masyarakat, mulai dari
tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai pada ipandhasilnya secara adil dan

merata. Selain itu penguatan hak-hak pembangoten masyarakat sangat

penting melalui pranata hukum dengan mengandakamandirian masyarakat

%8 philipus M.Hajon, Tatiek Sri Djatmiati, Argument&fukum, Gajah Mada University Press,
tahun 2005, him.26.

29 NHT.Siahaan, Hutan , Lingkungan dan Paradigma Reguman, Pancuran alam, 2007, him.40.
%9 NHT.Siahaan , Ibid. him.86.
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yang pluralisme di Indonesia. Pembangunan yangdirisadalah keberdayaan
dari masyarakat yang mengandalkan kemampuan semulivk berpartisipasi
dalam keseluruhan rangkaian pembangunan untuk ipainkasejahteraan dalam
pengertian yang utuh baik materiil maupun roham@bé&tdayaan masyarakat ini
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dagajgunakan sumber
daya dan usaha sendiri untuk memenuhi dan mewujudkesejahteraan
masyarakatnya.

Sumber daya merupakan modal yang penting dalam agegoban,
sehingga pemanfaatannya mengharuskan adanya pefigengrhadap dampak
yang berupa risiko terhadap lingkungan. Pemanfaatanber daya alam yang
tidak bijaksana akan mengakibatkan kerusakan limghkn, hal ini tentu akan
menghalangi prinsip keberlanjutan dalam pengeldiagkungan.

“Prinsip keberlanjutan ini maka orientasi ekonodailam pengelolaan
lingkungan hidup harus berubah menjadi orientasiekanjutan untuk
kepentingan generasi mendatang. Pembangunan bgdtalamempunyai

makna sebagai pembangunan yang memenuhi kebutekarasg tanpa

mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuutukan

sendiri®!

Undang-undang lain yang berkaitan dengan lingkurlgdop adalah di
bidang kepariwisataan, Undang-undang No. 9 Tahun90 19tentang
Kepariwisataan. Dalam konsideransnya dikemukak&nvbakeadaan alam, flora

dan fauna, peninggalan purbakala serta seni bugayg dimiliki oleh rakyat

%1 Koesnadi Hardjasoemantri, Pokok-Pokok Pemikirakutiu Lingkungan dan Implementasinya
terhadap Keseimbangan Ekosistem Indonesia, dalamtukum dan Bencana Alam di
Indonesia, Fak.Hukum Univ.Islam Yogyakarta bekenjas dengan Japan International
Cooperation Agency, 2002, h.Im.117.

37



merupakan sumber daya dan modal yang besar altagiaisaha pengembangan
dan peningkatan pariwisata.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi pertiméantain adalah dalam
rangka pembangunan dan peningkatan kepariwisaipanuhs langkah-langkah
pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpadiadam kegiatan
penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihaestkébn dan mendorong
upaya peningkatan lingkungan hidup serta obyekddama tarik wisata.

Undang-Undang  Kepariwisataan Pasal 6 menyatakarmwaa
pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukagah memperhatikan :

a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembakejadupan ekonomi
dan sosial bangsa ;

b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dilai-nilai yang hidup
dimasyarakat ;

c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;

d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Substansi pasal tersebut di atas menunjukkan b&owsep pelestarian
dalam pengelolaan lingkungan akan menjadi poteasgymampu menciptakan
keberlangsungan pariwisata khususnya pariwisatayaudeterkaitan lingkungan
hidup dan pariwisata budaya ini dalam rangka memoapaya pelestarian fungsi
lingkungan yang dalam UURI No. 23 Tahun 1997 Pashbtir 7 menyatakan :
Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalalgkeian upaya untuk

melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadapnakaperubahan dan/atau

38



dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatagar tetap mampu
mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidap la

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkusgaagai proses
pembangunan melalui nilai-nilai lokalnya, memilikesesuaian dengan prinsip
pembangunan yang mandiri yang dipopulerkan olebréapDag Hammarskjold
pada tahun 1975 di Perserikatan Bangsa-Bangsa:yait

1. Berorientasi pada kebutuhan : ditujukan untuk memerkebutuhan

manusia, baik kebutuhan material dan kebutuharmmagerial ;

2. BersifatEndogen: berasal dari sanubari tiap masyarakat yanglaodat

menentukan nilai serta visi masa depannya ;

3.Bersifat mandiri : setiap masyarakat pada dasammgngandalkan

kekuatan dan sumber daya sendiri dalam artian kakuanggotanya

serta lingkungan alam dan lingkungan budayanya ;

4.Secara ekologis baik : memanfaatkan secara rasismaber daya

lingkungan dengan kesadaran penuh akan potensistkuoslokal dan

juga batas global dan lokal yang dibebankan padargsi masa kini dan
generasi masa depan ;

5.Berdasarkan transformasi struktural : swakelola dartisipasi dalam

pengambilan keputusan oleh semua yang dipengaephitksan tersebut

mulai dari komunitas pedesaan atau urban sampaiadsacara
keseluruhan, tanpa ini tujuan di atas tidak akaratdicapar’

Deklarasi Hak atas Pembangunan yang dikeluarkah Blerserikatan
Bangsa-Bangsa tanggal 4 Desember 1986 juga merkaoktpentingnya
pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung prosgmmgunan, ini berarti
lingkungan hidup sebagai komponen dasar proses gggubhan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaiarnjdeseaan.

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan, bahwa hak a@mbangunan

sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicséhityjgga hal ini bisa menjadi

dasar setiap orang mempunyai hak untuk berperama sidam setiap aspek

32 NHT.Siahaan, op.cit, him.89.
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kehidupan sacsial, politik, ekonomi. Peran sertadleut memberikan kedudukan
kepada setiap orang berkedudukan sebagai subyekag& subyek ini berarti
setiap orang memiliki kesempatan yang seluas-lwasi@am menjalankan hak
dan kewajiban sebagai pihak yang mampu berbuatndalawujudkan bentuk-
bentuk perilaku dan nilai yang mendukung tercapaipgngelolaan lingkungan
yang optimal.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ndalkerangka
pengelolaan lingkungan hidup tujuan akhirnya adalatuk mewujudkan prinsip
keberlanjutan yang sering dikatakan sebagai pemimamg berkelanjutan
(sustainable development)Prinsip ini ada sebagai konsekuensi aspek
pembangunan akan selalu berhadapan dengan lingkuniga kedua hal ini
dalam satu pendekatan akomodatif sehingga tercgeanbangunan yang
berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutadaeat tiga aspek,
yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup dapelasosial. Ketiga aspek ini
saling berkait dan saling mempengaruhi untuk textgja tujuan pengelolaan
lingkungan hidup yaitu kesejahteraan masyarakag y@timal dan pelestarian

lingkungan untuk generasi mendatang.

4.2 Prinsip-Prinsip Kearifan L okal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permasalahan lingkungan global pada dekade sekanangerupakan

konsekuensi dari pembangunan yang lebih mentitd#tkan pada persoalan

ekonomi. Kerusakan hutan tropis yang terjadi dilb&nynegara termasuk

Indonesia cenderung bersumber pada paradigma pEEyjualan pemanfaatan
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sumber daya alam yang didominasi oleh negara yamats-mata untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi.

Konsekuensi yang terjadi adalah penurunan kuadigskuantitas sumber
daya alam yang menimbulkan perubahan iklim glopamanasan giobal. Inti
permasalahan pengelolaan lingkungan hidup adalabrigan timbal balik antara
manusia dengan lingkungan hidupnya yang tidak saigbDalam kaitan dengan
hal tersebut di atas manusia merupakan komponeg paling sentral karena
manusia merupakan mahiuk yang paling sempurna.

Dalam interaksinya, manusia melakukan adaptasi da&mperoleh
pengalaman serta kemudian mempunyai wawasan tertégntang
lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap uimggn ini yang
disebut sebagai citra lingkungan(enviromental image) yang
menggambarkan persepsi manusia tentang struktlkanmsene dan fungsi
lingkungan termasuk interaksi dan adaptasi mantesteadap lingkungan
hidup.Citra lingkungan memberi petunjuk tentang ggag dipikirkan dan
diharapkan manusia dari lingkungannya baik seckmmiah maupun dari
hasil tindakannya, tentang apa yang patut dan pdakt dilakukan manusia
terhadap lingkungarr.

Citra lingkungan masyarakat tradisional lebih besk magis-kosmis
yang menurut alam pikimagis-kosmisni manusia ditempatkan sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya. Hghomantara manusia dengan
lingkungan bukanlah merupakan hubungan yang bemkploitatif, melainkan
interaksi yang saling mendukung dan memelihararlassm, keseimbangan, dan
keteraturan yang dinamis.

Menurut alam pikirmagis-kosmismanusia ditempatkan sebagai bagian

yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya. Menudipengaruhi dan

% http:/mvww.google,Kearifaokal dan pengelolaan sumber daya alam
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mempengaruhi  serta memiliki  keterkaitan dan  kebdtgman pada
lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyelu holistik, dan
komprehensif. Corak wawasan holistik ini membangkesadaran bahwa
kelangsungan hidup manusia sangat bergantung peldstdrian fungsi dan
keberlanjutan lingkungan.

“Kosmologi dalam konteks ini adalah suatu konstruksi konseptlari

pengetahuan masyarakat dan individu yang daripadasgsuatu yang

tersembunyi disosialisasikan, dipelajari, dipahaui®n oleh karena itu

diaplikasikan oleh anggota masyarakat, sehinggaases/ang tersembunyi

itu (sepertimagis, mitos, ritualeksis dalam totalitas kehidupan yang terus

berproses menuju harmorif”.
Harmoni dalam hal ini dapat dimakanai sebagai aftakno (manusia atabuana
alit) dan alam makro (alam semesta diaana aguny

Dalam upaya untuk mencapai harmoni antara hukung y@arkenaan
dengan tanah, masyarakat dan individu mengkonstiek®na dan prasarana
sebagai media, baik yang bersifat material maujpung ynmaterial. Sifat materiel
terdiri atas harta benda sedang yang bersifat ienmhterdiri dari sistem nilai,
simbol-simbol dan kaedah hukum yang menurut Chff@eertz disebutocal
knowledge®
Di Indonesia dapat diamati bahwa citra lingkungaadisonal masih

banyak dianut oleh komunitas masyarakat adat . Mardamikian citra
lingkungan tradisional tidak berarti menimbulkanmgeak buruk bagi lingkungan

hidup, tetapi justru menciptakan sikap dan perilelanusia yang serba religius

dan magis terhadap lingkungannya. Sikap tersedatrdbentuk praktek-praktek

3 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Feneomenologi (Balaliah S2), 2006, h.2

35 Dominikus Rato , Ibid, him.9.
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pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yajjaksamadan
bertanggungjawab. Hal inilah merupakan esensi danudv dari kearifan
masyarakat hukum adat terhadap lingkungan hidupnya.

"Kearifan memiliki arti yang termuat dalam Kamus s@de Bahasa
Indonesia diartikan sebagai kebijaksanaan ataunkleségawanan3® Kearifan
lokal dapat dimaknai sebagai kecendikiawanan yangliki oleh komunitas
masyarakat lokal atau adat yang penuh dengan keaijaan. Sehingga kearifan
lingkungan masyarakat adat pada hakekatnya berphpgkla sistem nilai dan
religi yang dianut oleh masyarakat hukum adat.

“Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal iwengikap dan
perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnyakikét yang terkandung di
dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia batperilaku yang serasi
dan selaras dengan irama alam semesta, sehingggtaekeseimbangan
hubungan antara manusia dengan lingkungantlyaCerminan kearifan lokal
dalam pengelolaan lingkungan hidup terkristalisasilam produk hukum
masyarakat adat atau disebut dengan hukum adat.

Jenis hukum adat ini merupakan sistem norma yangngme
implementasikan nilai-nilai, asas, struktur, kelaggen, mekanisme, dan religi
yang tumbuh berkembang dan dianut masyarakat IBkalgsinya adalah sebagai
instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi améaga dalam masyarakat dan

keteraturan hubungan dengan Sang Pencipta. (Tuaag Maha Esa).

3% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 30, 18m.49.

37 http://www.google.co.id ibid
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Oleh karena itu dalam organisasi kekuasaan yangbulisNegara di
Indonesia terdapat Hukum Negara, dalam bentuk yrarafperundang-undangan,
juga berlaku hukum agama, hukum adat, dan mekamsakanisme pengaturan
lokal yang juga berfungsi sebagai alat pengenda@sial, penjaga keteraturan
sosial, atau instrumen ketertiban sosial. Faktadkgan hukum seperti ini disebut
sebagai realitas kemajemukan hukuiegal pluralism) dalam kehidupan
masyarakat.

Masyarakat Tenganan Pagringsingan menganut agarnau,H
memandang prinsip keseimbangan dalam pengelolagkulngan hidup dalam
tiga hal vyaitu : keseimbangan antara manusia gefigdan, manusia dengan
manusia, manusia dengan lingkungan hidup. Prinsipdalam agama Hindu
disebut dengaiiri Hita Karana Dalam bahasa Sansekefta berarti tiga,Hita
berarti selama/sejahtera/ bahagi&arana berarti sebab/lantaran, sehingga Tri
Hita Karana mempunyai makna Tiga (hal) yang menykdia selamat dan
sejahtera.

Ketiga penyebab kesejahteraan, keselamatan, k&hahdag tercipta dari
hubungan yang seimbang dan harmonis antara mawulesigan Tuhan,
manusia dan manusia, manusia dan alam dalam ssdtuke yang utuh, di
Bali ketiga bentuk hubungan tersebut masing-magiiggbut dengan
parhyangan, pawongan dan palemahddari kajian antropolodlri Hita
Karana ini adalah kearifan lokallocal genius) di dalamTri Hita Karana
terdapat unsur di alam semesta (makrokosmos) ntieliingkungan alam/
fisik ; manusia sebagai penggerak alam; dan Tularg ymenjiwai alam
semesta. Dalam diri manusia {(mikrokosmos) unsseiiri Hita Karana

meliputi angga sarira(badan kasar manusig)rana (tenaga atau energi)
yang mengaktifkan manusia; daman(jiwa zat penghidup manusid)

% Berata Ashrama (penyunting), Tri Hita Karana (TemrAward and Accreditations), Bali
Travel News bekerja sama dengan Pemerintah Pra®alsiTh.2005, him.27.
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Menurut keyakinan Agama Hindu, alam beserta isiagalah ciptaan
Tuhan. Konsefri Hita Karana mengamanatkan supaya hubungan antara Tuhan
dan ciptaan-Nya selalu harmonis, selara dan seighb®alah satu cara untuk
menjaga keselarasan dan keseimbangan hubunganeialumpengembangan
budaya tata ruang yang perwujudannya menganduadégian pokok berkaitan
dengan konsefuan-teben(sakral-profan). Ketiga bagian pokok ini dalamratu
ruang tradisonal Bali disebdri Mandala yang berarti :tri (tiga), mandala
(zonel/wilayah).

Tri Mandalaberarti pembagian zone menjadi tigatama mandalgzone
tersatral) untuk tempat pemujaamadya mandalalzone yang memiliki nilai
antara/tengah), untuk bangunan hunrasta mandalgzone terluar paling profan,
di Bali biasa disebut jabsisi, teba, lebulatautelajakan.

KonsepTri Hita Karana pada intinya mengedepankan harmoni dan prinsip-
prinsip kebersamaan dalam kehidupan umat manussanD konteks
pembangunan prinsip-prinsip kebersamaan dan harteosebut sejalan
dengan pendekatantegratif-holistik (keberlanjutan). Dengan pendekatan ini
pembangunan tidak hanya mereduksi aspek mateoaleehkis, tetapi
memperhatikan juga dimensi lingkungan hidup, sdsimlaya, dan estetika/
spiritiual sehingga mampu bertahan selamafya.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, prothsk dan
efisiensi, selain cenderung intoleran dan disharnenhadap lingkungan hidup,
dapat juga menyebabkan mentalitas untuk mengudsan. aMentalitas ini
membawa risiko tinggi, karena akan menyebabkancoinga sikap eksploratif,

eksploitatif dan destruktif terhadap lingkunganupdMentalitas yang berusaha

mewujudkan keselarasan dan keseimbangan dengam, sdaara tidak langsung

%9 Berata Ashrama (penyunting), Ibid, him.48.
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dapat menghambat pembangunan yang hanya bercrigrada kepentingan
ekonomi.

Nilai-nilai religi Agama Hindu dalam konfigurasi ubaya Bali
mempengaruhi citra lingkungan masyarakatnya. ditrgkungan tidak hanya
dibangun dari pengetahuan dan pengalaman empat&pitjuga dilandasi oleh
kepercayaan atau religi. Masyarakat Bali memandaggungan hidup sebagai
suatu gejala yang mengandung sifat-sif@turd dan supernatural. Terkait
dengan sifat-sifat tersebut menurut pandangan melsyta Bali mengenal
lingkungan sekala (nyata).dan niskala (tidak nyata). Dalam mengelola
lingkungannya manusia harus memperhatikan secardbaeg unsur-unsur yang
bersifat sekala dan niskala.

Sejalan dengan filsafat Agama Hindu, yang menekara@hwa kunci
keberhasilan manusia dalam memanfaatkan lingkwyagayakni dalam rangka
mencapai tujuan, terletak pada masyarakat mampubaeenkeseimbangan atau
memperhitungkan aspedekaladan niskala, kedua aspek ini merupakan prinsip
keseimbangan dalam membentuk perilaku masyarakBaltdiyang tidak hanya
bersifat profan tetapi sakral. Misalkan dalam kaitg dengan tumbuh-tumbuhan
dikenal dengan ritualTumpek - Uduh/Pengatagdalam kaitannya dengan
peternakan dikenal dengan rituumpek Kandangdalam kaitannya dengan
sistem peralatan/teknologi dikenal ritual Tumpek Landepkaitannya dengan
karya seni dikenal dengan rittBlimpek Wayang.

Dalam kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hjngtnsip-prinsip
kearifan lokal kerap tersembunyi di balik konsepsyakinan yang tertuang

dalam mitos-mitos dan upacara ritual berkaitan dendpal-hal yang
dianggap sakral/suci. Secara nyétakala) pengelolaan lingkungan hidup
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dilakukan dengan memelihara dan menata lingkungduphdengan karifan
lokal. Kearifan lokal ini juga tercermin dalam keps zonasi yang
memandang gunung sebagai ztuen (hulu/kepala) yang bernilai suci atau
sakral.*’

“Kearifan lokal daiam pengelolaan lingkungan dalarasyarakat adat di
Bali tertuang dalanmawig-awig yaitu berupaawig-awig desa adat. Awig-awig
merupakan patokan-patokan bertingkah laku baik yhindis maupun yang tidak
ditulis, dibuat oleh masyarakat adat (di Bali) lzarkan rasa keadilan dan
kepatutan yang hidup di masyarakat yang bersangk{t#ada prinsipnyawig-
awig mengatur tentangarhyangan,(sebagai pencerminan hubungan manusia
dengan Tuhanpawongan (sebagai pencerminan hubungan manusia dengan
manusia) danpalemahan (sebagai pencerminan hubungan manusia dengan
lingkungannya).

“Sebagai patokan bertingkah lakawig-awig dilengkapi dengan sanksi
yang bersifat hukum. Sebagai suatu kaidah hukudaldimnya berisikan perintah,
larangan, dan kebolehan, sehingygig-awig dapat difungsikan sebagai sarana
pengendalian sosial dan juga sebagai sarana pernbatsosial** Pengendalian
sosial adalah suatu proses yang dilakukan untukpeegaruhi orang-orang agar
bertingkah laku sesuai dengan harapan masyar8etagai sarana kontrol sosial,

awig-awig berfungsi untuk mempertahankan kaidah-kaidah  g@ata-pola

hubungan yang telah ada. Secara preventif halbigrsapat dilakukan dengan

40 pujaastawa, IBG, Kearifan Ekologi dalam Kebuday&emisional di Indonesia, dalam Bumi
Lestari, Jurnal Lingkungan Hidup, Volume Nomor Zyuatus 2002, Lemlit UNUD, him..29.

“I Tjok Istri Putra Astiti, Awig-Awig Sebagai SaraRelestarian Lingkungan Hidup, PPLH Lemlit
UNUD, Th. 2005, him.2.

“2 Tjok Istri Putra Astiti , Ibid
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cara mencegah kemungkinan terjadinya perilaku wangasyarakat yang
menyimpang atau mencegah situasi yang dapat metiarmbpenyimpangan.

Selain itu upaya untuk mempertahankan kaidah dén lubungan yang
sedang berlaku itu dapat juga ditempuh secemesif dalam hal perilaku
menyimpang itu telah terjadi. Dengan penerapan saydng tercantum dalam
awig-awig kepada si pelaku diharapkan kaidah-kaidah yan@ediharapkan
dapat kembali ditaati, dan pola-pola hubungan yaegganggu akibat
penyimpangan tersebut dapat dipulihkan seperiadeda.

Dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian ,sdsjaat dikatakan
bahwaawig-awig untuk menjaga jangan sampai ada perubahan-pemityamng
dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisandgarbhidup masyarakat
baik hubungan hidup dengan Tuhan, dengan sesamgawaraupun dengan
lingkungan. Jauh sebelum dikeluarkan berbagai pRmgrundangan tentang
lingkungan hidup oleh negarawig-awigsebagai aturan hukum lokal yang dibuat
oleh masyarakat hukum adat sudah mengenal ketegaran mengatur tentang
pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal dalampengelolaan
lingkungan hidup ini penulis menelaah prinsip-ppndearifan lokal
pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tenganan &ggjrigan, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangaserdorn mengemukakan bahwa desa-desa
di Bali secara umum dibedakan menjadi dua tipeuyalesa Bali
Pegunungan (Bali Aga) dan desa Bali Datéran.

Desa Bali Pegunungan sebagian besar terletak dinpegan di tengah

pulau Bali, umurnya lebih tua, jumlahnya lebih &édietapi memiliki variasi

3] Wayan Runa, Sistem Spasial Desa Pegununganlidi@am perspektif sosial budaya,
(Desertasi), UGM, Yogyakarta, Th.2004, him.20.
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fisik lebih banyak dibandingkan desa Bali Datar@iri utama fisik desa Bali
Pegunungan adalah ruang terbuka cukup luas yangamang Kaja-Kelod
(Utara-Selatan) dan membagi desa.

Desa-desa di Bali sekurang-kurangnya memiliki emaibut, yaitu
atribut morfologi, atribut fungsi, atribut simbahtribut sosial. Ketiga atribut
pertama lebih banyak menekankan pada aspek fesillengkan atribut sosial lebih
banyak menekankan pada aspek non fisik atau sngialya suatu desa.

“Liefrinck dalam studinya di Bali Utara (1886-1987) menyatdkaimwa desa
Bali adalah republik kecil yang memiliki aturanaathukum adat sendirt?
Selanjutnya Liefrinck menyatakan desa adat adalaludv desa yang
harmoni, statis, bebas dari tekanan luar, peméamaya bersifat demokratis
dan memiliki otonomi dalam kekuasaannya. Sebagakbas desa adat di
Bali memiliki tempat persembahyangan yang dis&altyangan Tigayaitu

: Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalenadi desa adat dapat dikatakan
sebagai kemunitas teritorial dan religiu& ”

Manusia selain sebagai mahluk individu, juga sebagdluk sosial yang
hidup secara kolektif. Ciri khas kehidupan kolektif adalah adanya pembagian
kerja, kebergantungan, kerjasama, komunikasi. Dalkehidupan Kkolektif
masyarakat desa biasanya ada kesatuan kolektify lghih kecil yang memiliki
tujuan-tujuan khusus sepertranjar, dadia, sekeha, subak, dan tempé&satuan
kolektif ini memiliki suatu sistem adat istiadattéstu yang bersifat kontinyu dan
terikat pada rasa identitas bersama.

“Menurut Honigmann wujud kebudayaan dibedakan aggs yaitu sistem
idea, sistemn sosial dan sistem fisik. Sistem idkan mengatur dan
memberi arah pada sistem sosial dan selanjutkanrakaghasilkan sistem

fisik. Sebaliknya sistem fisik akan membentuk submgkungan hidup
tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia lthgkungan

| Wayan Runa, ibid, him.24.
45| Wayan Runa, Ibid

49



alamiahnya sehingga dapat mempengaruhi sistem | sdaia sistem
ideanya.”®

Budaya Bali pada hakikaktnya dilandasi oleh kpnda@smologi
masyarakat Bali yang percaya bahwa ada dua “dup#ty dunia saat manusia
masih hidup dan dunia setelah manusia meninggddidkipan pertama di dunia
akan dilanjutkan pada kehidupan kedua setelah isesgoeninggal yaitu dunia
leluhur. Hal ini melahirkan konsep keselarasan hgbua antar unsur yang
menyebabkan kebahagiaan dalam kehidupan yaituténaga dan fisik.

Desa Tenganan Pagringsingan yang menjadi temgitddlam mengkayji
kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup, adaatah satu desa tua di Bali
cukup banyak memiliki peninggalan zaman prasejgaitama peninggalan dari
zaman megalitikum. Peninggalan itu sampai sekanaagih dipelihara oleh
masyarakat, misalnya pemeliharaan ternak kerbaagselbinatang suci, tempat
pemujaan berupa batu besar dan susunan batu kbkrbek teras berundak,
ruang terbuka di tengah-tengah dilapisi batu kaubhdak-undak dan meninggi ke
arah gunungRukit Kajg di sebelah Utara desa.

Ternak kerbau itu dibiarkan hidup berkeliaran diadadesa dan hanya
dipergunakan untuk keperluan upacara adabba Sambghdi Desa Tenganan
Pagringsingan. Pemeliharaan kerbau pada dasarnyangial pada kepercayaan
bahwa kerbau adalah sumber kekuatan gaib dan lgmkesuburan. Hal ini
berkaitan erat dengan pemujaan arwah nenek mogangkekuatan ini dapat

membawa kesejahteraan atau kesuburan bagi masiyaf@akaa Tenganan

¢ Wayan Runa, Ibid, him.70.

50



Pagringsingan tidak berbeda dengan desa-desa pegamuain di Bali, tetapi
perbedaannya proses difusi di desa Tenganan Psiggag ini berlangsung lebih
lambat karena budaya setempat relatif kuat.

Secara geografis Desa Tenganan Pagringsingan adkgihh Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa ini beradaldilah Selatan bukit yang
melintang (Timur Barat) di Tengah pulau Bali, tepat berada di sebelah
Tenggara gunung tertinggi di Bali yaitu Gunung AgurDesa Tenganan
Pagringsingan berjarak 18 km dari kota Amlapura @akm dari kota Denpasar.
Desa ini merupakan salah satu desa tua, cukuenarkyang dekat dengan
pegununga dan dekat (4,5 Km) dengan kawasan pataymntai Candidasa, dan
memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 894,88 ha.

Ada beberapa jenis organisasi sosial di desa Tang&agringsingan
mulai yang terbesar hingga terkecil peran dan funygsyaitu desa adat, gumi
pulangan, sekeha teruna, sekeha daha, banjar, sutmtia, pemaksan, sekeha
yang bersifat sukarela dengan tujuan tertentu dabeBelan. Organisasiesa
adat, gumi pulangan, sekaha teruna, sekaha daha siamak mempunyai
peraturan dan fungsi organisasi relatif kuat , sghanbanjar, dadia, pemaksan
dan sekehamempunyai fungsi organisasi yang relatif lemah.

Wilayah permukiman Tenganan Pagringsingan dikeglilioleh tembok,
panjangnya 500 meter dan lebarnya 250 meter sehitaogpak dari luar seperti
sebuah benteng yang besar. Di tembok sebelah Utanay dan Selatan masing-
masing terdapat sebuah pintu gerbang yang diselngngan Pintu gerbang

utama terletak di tembok bagian Selatan, menghkddpesa Pedesahan. Pintu
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tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, karena a&nolb sebelah Barat terdapat
tempat parkir kendaraan, wisatawan dan penduduf yagin memasuki Desa
Tenganan Pagringsingan. melalui sebuah pintu kesilghadap ke Timur.

Wilayah pemukiman masyarakat Desa Tenganan Pagrgsys dibagi
berdasarkan komplek pola menetap menjadi tiga badjat yaitu Banjar Kauh,
Banjar Tengah, Banjar Kangin (Banjar Pande)Pada masing-masinganjar
terdapat dua deretan rumah penduduk, di kiri daakgalan desa, yang dibangun
di atastanah ulayatdesa Karang desi memanjang dari Utara dan semakin
merendah ke Selatan. Masing-masing banjar juga hkenBale banjar dan
bangunan-bangunan adat sendiri, walaupun demikieanabanjar yang paling
lengkap untuk melaksanakan upacara-upacara keagateaamasukBale Aging
sebagai pusat kegiatan pemerintahan desa, adakedayamaan terdapat di
Banjar Kauh.

Jika diamati dari jalan desaawangan, maka tampak rumah-rumah
penduduk Tenganan Pagringsingan seperti sebuahokeydng panjang yang
beratap daun kelapa kering. Pada tembok yang meangmari Selatan makin
meninggi ke Utara sesuai dengan topografi wilgyamukimannya, terlihat pintu
masuk masing-masing rumah menghadap ke jalan Beggan belakang rumah
dibatasi oleh selokan yang berfungsi sebagaiaotan air hujan maupun limbah
rumah tangga disebiieba Pisarsekaligus sebagai batas masing-masing banijar.

Secara struktur geografis, Desa Tenganan Pagrgwysindapat
digolongkan menjadi tiga bagian : komplek pola ni@pekomplek persawahan,

komplek perkebunaftegalar). Dalam bentuk pola menetap antara rumah satu
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dengan lainnya tampak mengambil pola yang seragtahini disebabkan oleh
adanya aturan adat yang berlaku dan bersifat rk&ngnasyarakat sehingga
terdapat struktur bangunan sama pula. Bangunagbtdrgerdiri atas Bale Buge,
Bale Tengah, Bale Meten, Bale Paitan beberapa buah bangunan sebagai tempat
pemujaan sepertiSanggah Kemulan atau Penyimpangiaseiuruhan bangunan

ini merupakan bangunan bersyarat, dalam arti bahp@a, bentuk, letak, dan
bahan-bahan untuk bangunan sangat ditentukan dintisa diubah sepeBale
Buge, Bale TengabkedangkarBale Meten, dan Bale Paanerupakan bangunan
yang bebas dalam arti boleh dirancang sesuai dekagatisi ekonomi tetapi tidak
boleh bertingkat.

Secara geologis tanah di Desa Tenganan Pagringsitigagi menjadi dua
jenis yaitu : tanah kering/perkebunan 583, 04 hikokasi di sebelah Selatan desa,
dan tanah sawah 255, 85 ha terletak jauh di kit Kaja danBukit Kangin
Selain itu masih ada tanah pemukiman penduduk &hah kuburan 6 ha, sungai
dan lain-lain 42 ha. Dalam pengelolaan sumber dayauntuk lingkungan
persawahan di Desa Tenganan Pagringsingan dilaksseera tradisional yaitu
melalui sistemsubak Subak adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat di
bidang pengairan yang bersifat mandiri pada suaai persawahan tertentu yang
memperoleh sumber air dari sa&mpelenbendungan).

Anggota subak(krama subakjerdiri atas petani pemilik atau penggarap.
Subak memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiricaea luas, sehinga
subakini dikatakan sebagai suatu organisasi penganadisional yang bersifat

mandiri. Tujuannya adalah untuk mengelola sumbema dair dari sungal atau
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danau dan mengatur pembagian air secara adil daatanentuk anggotanya.
Subak di Tenganan Pagringsingan dipimpin oleh seor#tign Subak atau
Pekaseh. Klian Subalni didampingi oleh seorang pembantu yang disebut
Bawong Sanak, dan Bawong Samhliantu oleh seoranguru Tulisdan seorang
Juru Arah.

Proses pembagian air yang dikelola secara tradisiorenurut sistem
Subakdi Tenganan Pagringsingan adalah dari aliran syfig&kad Buhy sampai
masuk ke areal persawahan masing-masing krama .s@zak pembagian air
menurut sistensubakini, selain dikelola secara tradisional juga mas#nyak
menggunakan sarana irigasi yang dibangun secaexhsed, seperti bangunan
bendung masukanpéngalapan)hanya dibangun dengan tumpukan batu Kali,
saluran irigasi dibuat dari batang pohon enau Jjakian bendung-bendung
pembagi masih banyak dibangun dari batang kayuksteuing kelapa.

Pekasel{pimpinansuball mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaabakseperti : pembangunan,
perbaikan dan perawatan bangunan bendungan, salemgairan, pura subak. ;

2.Menerima dan memeriksa setiap lapoBawong Sanak mengenai musim
tanam, masa panen, hasil panen, serangan hamé&estaiitan yang dihadapi
olehBawong Sanak

3. Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dikalakgama subak ;

4. Menyaksikan rapat pemilihddawong Sanak

5. Mengatur dan mengawasi keuangan subak ;
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6. Meneruskan pengumuman pemerintah mengenai kebi@kaidang pertanian
kepadaBawong Sanak.
Bawong Sanak dalam sistem subak di Tenganan Pagringsingan
mempunyai kewajiban :
1. Mengatur pembagian air secara adil dan merata ;
2. Memimpin rapat kramaubak;
3. Menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi dnkgla kramaubak;
4. Melaksanakan ketentuan awig-awig subak, termasukjatudkan sanksi
kepadarama subak/ang melanggar ;
5. Mengatur pembagian hasil panen ;
6. Mengumumkan setiap kebijakan pemerintah di bidartppian ;
7. Melaksanakan upacara-upacarawubak.
Kewajiban kramaubakadalah :
1. Mematuhiawig-awigdan melaksanakan segala keputusan sapsk;
2. Membayar iuran untuk biaya perbaikan dan pemel#dgmab@angunan irigasi ;
3. Memelihara kerukunan antrama subak
4. Membantu kelancaran pembagian air ;
5. Melaksanakan upacara-upacaraubak;
6. Memberitahu Bawang Sanak jika terjadi kerusakangbaan irigasi atau
serangan hama.
Dari sistemsubak dalam pengelolaan lingkungan persawahan dapat
dipahami bahwa sistesubakini memiliki dua dimensi yang bersifaakral dan

profan. Hal ini dapat diamati dengan keduduksubaksebagai suatu organisasi
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tradisional yang tidak hanya mengatur kepentingamgybersifat duniawi yaitu
kepentingarkrama subakuntuk mencapai kesejahteraan, tetapi untuk peresapa
tujuan tersebut juga melalui suatu rangkaian upaocaigius yang menunjukan
hubungan manusia dengan Tuhan. Prigsikral dan profardalam sistensubak
ini menunjukan adanya harmonisasi hubungan antamusia dengan manusia
dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkundan, harmonisasi
hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai gargjaa semesta.

“Awig-awigini sesungguhnya merupakan pengejawantahan géai casa
dan karsakrama subakdalam pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk
usaha-usaha di bidang pertanian karena dibuati@i2tuntuk krama subak secara
musyawarah di dalam suatu rapag¢gangkepan)Awig-awigjuga mencerminkan
coraksosio agraris religiumrganisasi kemasyarakatan asiabak.*” Sanksi yang
tertuang dalamawig-awig dapat dibedakan menjadi dua yaitu : sanksi yang
bersifat fisik antara lain berupa peringatan, dengdanutupan saluran air,
pencabutan hak sebagai penggarap, dan sanksi yaogrdk religius berupa
kewajiban untuk melakukan upacara upacara tertenwk mengembalikan
keseimbangan magis dalam lingkungaubak Selain tanaman pangan berupa
padi, komoditi perkebunan yang diusahakan adalafapi&e panili, kakao,
cengkeh, jambu mete dan kapuk, sedangkan potensy#aberupa wani, durian,
duku, kemiri, pangi, teep, salak dan nenas.

Tempat tinggal penduduk Desa Tenganan Pegringisidgeelilingi tiga

buah bukit yaitu Bukit Kauhdi Barat,Bukit Kajadi Utara, darBukit Kangindi

7] Nyoman Nurjaya, Hukum Lingkungan Adat Tenganagrihgsingan, Bali (Tesis), UGM,
Yogyakarta, Th. 1985, him.113.
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Timur, sungai ada di pinggir Selatan dan Barat gesa disebut sung&andek
Ketiga bukit ini mempunyai aspek ekologis yang penkarena berfungsi sebagai
hutan lindung dan hasilnya dipergunakan untuk sapembangunan desa adat
yang peruntukannya diatur menuawtig-awigdesa adat. Di lingkungan hutan ini
tumbuh beragam tumbuh-tumbuhan antara lain : pgboekeling atau wangkal,
tehep, kemiri, belalu, durian, pinang, cempakatagrsirih, dan pohon enau.

Dari ketentuan Awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu pepohonan yangatégorikan sebagai
larangan desa (kayu kekeran desa) dan pepohonanbydmn larangan desa.
Pepohonan larangan desa ini tertuang dalam ketemtweg-awig Nomor 14
sebagai berikut :

Mwah wong desa ika sinalih tunggal angeker wit kayg sawawengkon desa
Tnganan Pagringsingan, rawuh ing sagumin Tnganagrirgsingan, iwit kayune
kakeker, wit kayu namgka, wit tehep, wit tingkilit, mangi, wit cempaka, wit
duren, wit jaka, ne sadauh pangkung sabaler desakawasa ngrebah jaka kari
mabiluluk, yang wus tlas biluluk ipune, ika jakameang rebah. Yan ana amurug
angrebah kayu mwah jaka, wnang kang amurug kadatittawong desa gung
arta 400, tur kang karebah wnang kadawut olih desanut trap kadi saban.
Sadangin desa mangraris kagunung kangin, tka kaveagpebah jaka. Mwah
yan ana wong desane sinalih tunggal, matatajukamasvengkon den tinunjel,
sagnaha, mawtu kini nilap witwitan, miwah papayolwsa, tka wnang

kanganunjel mangentos kang kadilap, mwah kang rusak jnar, tur kang
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anunjel tka wnang kadanda olih kang ngadruwe neakusngan agung alit
dandane, tur wnang mamretista manut trap kadi saban
Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah :
“Dan barang siapapun orang desa itu memeliharargkégu di lingkungan Desa
Tenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-tanahalateg Tenganan
Pagringsingan , adapun jenis kayu yang dipelifdi@ngit dan digunakan untuk
hal-hal yang perlu) : pohon nangka, pohon tehepopdkemiri, pohon pangi,
pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yangel@eBarat jurang di Utara
desa, dilarang menebang pohon enau yang masihngerbatau berbuah, jika
sudah tidak berbuah pohon enau tersebut bolehadigeblika ada melanggar
menebang kayu atau enau, patut yang melanggarddiddaeh orang desa sebesar
400 kepeng , serta yang ditebang patut disita désla sesuai seperti pelaksanaan
yang sudah berlaku. Di sebelah Timur desa samp&iuké Kangindibolehkan
menebang enau. Jika ada barang siapapun orangnaéésieukan pembakaran, di
lingkungan yang dibakar dalam wilayah desa, samaphirnya kena terbakar
menjilat pohon-pohonan atau semua jenis bangunaka patut yang membakar
mengganti yang terbakar dan yang rusak seperti lagrdan yang membakar
maka patut didenda oleh yang empunya kerusakamnjaisdgesar kecilnya
kesalahan, dan patut mengadakan pensucian (pembecsira adat) sesuai seperti
pelaksanaan yang sudah berlaku.”

MenurutJro Mangku WidyaTetua Adat) sebagddesa Bali Aga( Bali
Kuna), masyarakat Desa Tenganan Pagringsingarmdsdagelolaan lingkungan

hidup, khusus dalam konsep harmonisasi tidak megnpekan secara tekstual
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istilah Tri Hita Karana seperti yang dikenal di Desa-desa Bali Selatari (Ba
Dataran). Masyarakat Tenganan Pagringsingan jaubelsea kedatangan
masyarakat Bali Dataran, sudah menjalankan priosisip harmonisasi
kehidupan antara manusia dengan Tuhan, manusiaamelggkungan dan
manusia dengan manusia melalui prinsip harmonigasg bersifatsekala dan
niskala’® Jero Mangku Widya selain sebagai Tetua adat di Demaganan
Pagringsingan juga merangkap sebagai sekretaria dedam desa dinas,
kedudukan ini bisa mengefektikan urusan dinas pataban karena Jro Mangku
Widya adalah seorang Tetua adat yang dihormati otetsyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas adat, atau dinas bdrdadamseqlesa, kala, patra.

Secara filosofis adanya aturan yang ketat melapoponan larangan desa
seperti yang tertuang dalamwig-awig Nomor 14 tersebut di atas mempunyai
makna kayu-kayu dari pohon nangka, tehep, kemempaka, durian mempunyai
kualitas kayu yang baik untuk keperluan bangunenpés suci di Desa Tenganan
Pagringsingan, sehingga tidak boleh untuk menelseigin untuk keperluan
bangunan suci. Pohon enau yang sedang berbungebatbuah ada larangan
untuk ditebang, di dalamnya terdapat makna pelastarsehingga ada
kesinambungan kelangsungan hidup pohon tersebwdrasesmlami atau ada
reboisasi secara alamiah., karena buah yang j&tm tambuh mengganti pohon
yang sudah tua dan tidak berbuah lagi.

Pepohonan yang dapat ditebang adalah pepohonantigakgtermasuk

yang dipingit dan yang tumbuh di areal tegalan bbalgéebang tetapi dibayar ke

“8\Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 212008
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desa sesuai harga yang layak sesuai dengan ketepakesa, sedang yang
tumbuh di bet (hutan desa) tidak boleh ditebang tidak berlaku kompensasi
seperti halnya kayu-kayu yang tumbuh di tegalanniviet Jro Mangku Widya
(tetua adat), secara alamiah masyarakat Desa TamgdPagringsingan
mempunyai pengetahuan tentang pepohonan yang gt cocok dalam satu
kawasan misalnya pohon wangkal cocok dan tumbubrgika terdapat pohon
buah nenas di sekitarnya, pohon belalu cocok hidepgan pohon enau.
Adanya larangan untuk menanam pohon tahunan dl pesaukiman, karena
dianggap dapat membahayakan terhadap pemukimaredagunnan sué?’
Penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terh&deamtuanawig-awig
khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup ddipahami dalam ketentuan
Nomor 55 sebagai berikut :
Mwah yan ana wong desane ring Tnganan Pagringsingaralih tunggil
mamaling ngalap woh wohan larangan desa lwirniyahvduren, tehep, pangi,
tingkih, pada tan kawasa. Yan ana wonge mamurwgwikang kadanda gung
arta 2000, danda ika mantuk kadesa sawungkul. Myahana wong angendok
mwah angungsi karya magenah ring wawengkon pratamiyfnganan
Pagringsingan  mamaling ngalap woh wohan, mwah ntlagnamanuduk
larangan desa Iwirniya woh duren, woh tehep, patiggkih, pada tan kawasa .
Yan ana mamurug, tka wenang kadanda gung arta 4€@0da ika mantuk
kadesa sawungkul. Yan iya nora nawur danda, tkengrk@budalang tan kawasa

magnah ring wawengkon prabumiyan Tnganan Pagrirggsin

“9Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 22u282008
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Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sebagaita

“Dan jika ada barang siapapun orang desa di TemgBagringsingan mencuri
memetik buah-buahan larangan desa seperti : dughep, pangi, kemiri, sama
sekali dilarang. Jika ada orang melanggar, makat m#tlenda sebesar 2.000
kepeng, denda itu masuk ke desa semua. Jika am@ @endatang dan/atau
mencari pekerjaan tinggal di lingkungan wilayah Jaman Pagringsingan
mencuri memetik buah-buahan dan/atau mencuri danumgut larangan desa
seperti : durian, tehep, pangi, kemiri, sama sedigrang. Jika ada melanggar,
maka patut didenda 4.000 kepeng, denda itu masueg&a semua. Jika ia tidak
membayar denda, maka patut diusir, tidak bolehgahgli lingkungan wilayah
Tenganan Pagringsingan”.

Dari ketentuan bunyi ketentuan di atas dapat diraakahwa sanksi
terhadap pencurian tidak hanya sebagai upaya pemegarhadapawig-awig
desa yang bersifat material berupa denda baik dakmuk uang kepeng dan
dalam perkembangannya uang kepeng dapat digargadetOcatu beras (25 kg
beras) tetapi bagi masayarakat desa adat sankgibgasifat imaterial atau sanksi
moral menjadi beban sosial dan moral yang berait felgku, karena perbuatan
tersebut akan menimbulkan perasaan malu di lingkumgasyarakat adat.

Ketentuarawig-awignomor 61 sebagai berikut :

Mwah yaniya kayu rebahang angin ring wawengkon pmalyan Tnganan
Pagringsingan, kayu larangan, Iwiriya duren, tinlgkikawasa kajurag, olih
wonge ring Tnganan Pagringsingan. Yan iya kayupgehevah nangka, cempaka,

tan kawasa jurag, wnang kayu ika mantuk kadesa sgkul. Yan ana wonge
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mamurug, ngardi kayu ika, tan ana supeksa ring ddsawnang kadanda gung
arta 2000, mwah kayu ika wnang kadawut olih desa.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai beriku

“Dan jika kayu/pohon direbahkan angin di lingkungavilayah Tenganan
Pagringsingan, kayu larangan desa, seperti dutaaniri boleh dipungut siapapun
oleh orang di Tenganan Pagringsingan. Jika itu ki@wep, dan/atau nangka,
cempaka, tidak boleh dipungut, patut kayu itu mase&k desa semua. Jika ada
orang melanggar, menggarap kayu itu tidak melapokiegpada desa, maka patut
didenda sebesar 2.000 dan kayu itu patut disitadésa”

Ketentuan ini masih adanya pengecualian terhadsgmtken adat nomor
14, jika terjadi rebahnya kayu karena peristiwaraldetapi pengecualian tersebut
juga dibatasi atau tidak bersifat absolut karemayhgenis kayu yang dianggap
memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah yang botépungut oleh masyarakat
sedangkan kayu yang berkualitas baik harus menjdik desa, dan jika terjadi
pelanggaran selalu disertai dengan sanksi.

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Desang@nan
Pagringsingan tidak hanya bersifat material bepgreatan terhadagwig-awig
tetapi juga harmonisasinya melalui serangkaian anaakeagamaan yang religius
dalam bentuk upacam@eduh, mapag, tumpgeknenurutJro Mangku Widyaada
suatu prinsip religius yang dianut yait&/énten tunas wenten atuy

Prinsip ini memiliki makna yang sangat mendalantuyabahwa manusia

sangat bergantung pada alam semesta beserta isahyagga jika manusia ingin

¥ Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 22u282008
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hidup optimal dan sejahtera maka manusia harus mangmelihara lingkungan
dengan baik, dengan demikian manusia bisa mgkgpkan rasa syukurnya
kepada Tuhan sebagai Pencipta alam semesta mbkdiii bumi. Prinsip ini
tentunya akan dapat dimaknai sebagai prinsip kafyethn karena manusia
diwajibkan selalu hidup harmonis dengan alam sefarmgkungan hidup dapat
dinikmati untuk generasi selanjutnya.

Proteksi desa adat terhadap lingkungan hidup dia désnganan
Pagringsingan terutama terhadap tanah dalaig-awigtermuat dalam ketentuan
nomor 37 sebagai berikut :

Mwan wonge mengendok ring pramubiyan Thganan Pggimigan, tiasing pada
tan kawasa matuku gumi mwah manyanda carik abigiag, palasan Tnganan

Pagringsingan. Yan ana amurug matuku manyanda @bijan ring pramubiyan

Tnganan Pagringsingan, kawasa antuk desana mandagurine katuku

kasanda, tur kang mangadol nanyadayang carik abigamin desa, wnang
kadanya nengahin ji gumine adolniya, saika pakerw@@sana, wus pada
ngarsanin.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai teriku

“Dan orang pendatang di wilayah Tenganan Pagmggsi, sama sekali dilarang
membeli tanah dan menggadaikan sawah/tegalan daldaélayah Tenganan
Pagringsingan. Jika ada melanggar membeli/mengkmmlasawah/tegalan di
wilayah Tenganan Pagringsingan, desa berhak merngitah yang dijual/

digadaikan, dan yang menjual/menggadaikan sawaldiecgtanah desa, patut
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didenda setengah dari harga tanah yang dijual, kd@mketentuan desanya, sudah
sama-sama mufakat.

Penaatarawig-awig oleh masyarakat desa Tenganan Pagringsingan dapat
dikaji dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yarnu oleh masyarakat
setempat. Masyarakat desa Tenganan Pagringsingbagitdagi ke dalam
lapisan-lapisan. Sistem hierarkhi dan golongan ylaegaku di desa Tenganan
Pagringsingan berpengaruh terhadap pola pikir makg Selanjutnya pola pikir
itu akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku nrakga kemudian akan
membentuk tatanan hidup, dan menciptakan suatmatatauang hidup yang
tercermin dalam lingkungan dan wadah kegiatan.Ssdéu perilaku masyarakat
desa Tenganan Pagringsingan adalah perilaku sosial.

Hal ini terjadi karena mereka tidak hidup sendiriddinia ini, tetapi
dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya daamalsemesta sekitarnya.
Berdasarkan perilaku sosial masyarakat kemudiancuaiupeberapa organisasi
sosial, yang kemudian diatur oleh adat istiadabgabsuatu sistem organisasi
yang mantap. Beberapa organisasi sosial yang lgsifustrategis dalam
pelaksanan pemerintahan desa adalah Desa ad&udaimpulanganDalam desa
adat secara struktur organisasi desa adat Tendrgagimgsingan dibagi menjadi
beberapa bagian sesuai fungsinya, yaitu sebagkuber
1.Luanan (5 orang), sebagai penasehat dan pengawas jalgretyarintahan

desa. Peran, status, dan kedudukan ini dihormaatikddatangan mereka dalam

setiap rapat desa adat harus melalui undangammfalije, secara langsung
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masuk ke rumah mereka masing-masing. Petugas yamgemputlLuanan
dinamakarSaya Arah.
.Bahan Rorag(12 orang), enam orang seba@ahan Duluan sisanyaBahan
Tebenan. Bahan Duiuasebagai pimpinn desa adat, yang merencanakan dan
memegang pemerintahan harian. Pucuk pimpinan ada @gaa orang paling
atas yang disebut Tamping Takon. Bahan Tebenanpalean calon pengganti
pimpinan desa, bertugas membantu Bahan Duluan.
. Tambalapu Rorag12 orang), enam orang sebadambalapu Duluandan
sisanya sebagai Tambalapu Tebenan. Mereka bertigassebagai pimpinan
kerja yang dipegang oleh empat orang secara brargsetiap bulan.
.Pengeluduan(Tambalapuke bawah), sebagai pelaksana khususnya ngalang,
yaitu mencari bahan-bahan dari kebun desa sepettip& pisang dan
sebagainya. Bagi seorang anggota desa adat barusalalu menempati urutan
paling bawah yaitu sebagai Pengeluduan.
.Nandes (1 orang), bertugas sebagai pemelihara kebersihdan
mempertanggungjawabkan perlengkapan desa. Petagasldlah orang dari
Banjar Kangin (Banjar Pande).

Selain nama-nama di atas, masih ada lagi bebeaspgan/fungsi penting

untuk kelancaran sistem pemerintahan desa sdpestk, Pande, Dukuh. Pasek

yang saat ini ada sudah enam keturunan, berasalludar desa atau bukan

keturunan asli Tenganan Pagringsingan. Pasekdibiefikan” oleh Ratu Jero
Kelodan Karangaserdan mempunyai hubungan kekerabatan dengan desa Ngi

Pasek bertugas sebagai pimpinan dalam pertemusn attat diBale Agung
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Pandeberasal dari desa Tunggak, dan bertugas membusdaizer dari bahan besi
(pande besi), bahan emas (pande mas) yang dibuubleh desa untuk
perlengkapan upacara dan bangunBokuh bertugas menyelesaikan upacara
kematian dan menjadi pemangkuRdira Majapahit
Pada garis besarnya kewajiban anggota desa intietiputi beberapa hal
seperti : mengaktifkan pelaksanaan upacara ada parpusat dBale Agung
gotong royong, menaati segala aturan (awig-awigadelat, menjaga nama baik
desa, dan menjaga keamanaragebagandi Bale Agung Secara umum sebagai
anggota desa inti mereka memperoleh sejumlah hadrtsdak ekonom(tika),
menempati kampling rumah tinggal, berganti nambagai pimpinan desa adat
dan mengambil keputusan menyangkut kehidupan dieda a
Adanya perbedaan posisi seseorang dalam hieraddmggotaan desa

adat, juga diikuti dengan perbedaan hak atas paarb&gsil sawah milik desa
yang disebuTika. Menurut aturan adat pembagitika diatur seperti berikut :
1.Luanan (5 orang) setiap orang mendapat bagian hasil 2laanding (petak)

sawah desa (1 tanding = kl 2.500 meter persed003neter perseqgi) ;
2.Bahan Duluan(6 orang), dibagi dua yaitu tiga orang pertama fiiga orang

kedua, pembagiannya secara bergiliran. Untuk tigengp pertama mendapat

hasil dari 2 tanding sawah desa, dan untuk tigaagoreedua mendapat 1

tanding. Kemudian sebaliknya sesuai dengan maasab
3.Bahan Tebenar( 6 orang), juga dibagi dua tetapi pembagiannybatik.

Terlebih dahulu tiga orang pertama mendapat bdwail dari tanding sawah
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desa. Setelah itu tiga orang kedua memperoleh thdgasil dari 2 tanding
sawah desa. Kemudian sebaliknya sesuai denganjabasan ;

4. Tambalapu Roragl2 orang), masing-masing mendapat bagian hasil @a
tanding sawah desa ;

5. Pengeluduan masing-masing mendapat bagian hasil dari 1 tgndigwah
desa;

6. Pasek,mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desd adatak (kl 5.000
meter persegi — 80.000 meter persegi tanah periaebuilik desa.

7. Dukuh,mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa ;

8. Nandesmendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa ;

9. Pande, mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah dasal cutak tanah
perkebunan milik desa.

Selain anggota desa inti, terdapat anggota des@ Yalang status
keanggotaannya sebagai anggota desa inti disegadeGumi Pulangan
mereka menjadi anggota desa kedua yang akan mbéagaa terlepasnya hak
dan kewajiban sebagai anggota desa inti. Sebaggiotan desa keduaGumi
Pulangan mempunyai beberapa hak, seperti : hak untuk meatrkpmpling
rumah tinggal, memperoleh bagian hasil tanah sawWawajiban yang harus
dilaksanakan adalah upacara yang berhubungan dedegm adat pad&asih
Kelima (Bulan V) danSasih DestaBulan XI) . Kewajiban lain adalah gotong
royong menjelang pelaksanaan upacara, menimburkaakerbau, mengeluarkan
kemiri, pisang dan kelapa setiap enam bulan setatijelang hari ray&alungan.

Kemudian wajib mengeluarkatuak (minuman air aren) sattambang untuk
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pelaksanaan upacara. Hal ini mempunyai makna baewaat kehormatan yang

lebih rendah, juga akan memiliki kewajiban yangheingan.

Penataamawig-awig oleh masyarakat desa Tenganan Pagringsingaa, - jik
ditelaah dari sosial seperti yang telah teruraiatiis dapat disebabkan oleh
beberapa faktor :
a.Faktor ekonomi artinya jika sanksi pemecatarjader sebagai anggota

masyarakat desa adat mereka akan kehilangan hakamakbersifat ekonomi
karena semua sumber daya alam merupakak ulayat desa Tenganan
Pagringsingan ;

b. Faktor Moral, pelanggaran terhadap awig-awighakanimbulkan beban moral
bagi yang melanggar, misalnya memiliki perasaanunka&pada masyarakat
adat lainnya, jika terjadi perilaku yang salahrek@njadi beban moral seumur
hidup ;

c. Faktor kuatnya kelembagaan atau sistem sosiwj y@engakar secara turun
temurun dan pantang untuk dilanggar karena akarkaiben dengan
kelangsungan pemerintahan di desa adat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : T3tun 1999
tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisataa Desganan Pagringsingan
menjadi salah satu desa yang menjadi obyek dan tajla wisata. Dalam
konsiderannya menyebutkan bahwa kebudayaan dadakein alam merupakan
modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan péitina dan
ditumbuhtembangkan serta dapat dipertahankan dslai ciri-cirinya yang khas

dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kepaiiadsa
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Sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata Desaganan
Pagringsingan tentu saja pengaruh pariwisata dapatberi manfaat lain secara
ekonomis bagi masyarkat setempat, misalnya rumiedliges berfungsi sebagai
art shop yang menjual hasil kerajinan kagimngsing (tenunan khas Tenganan
Pagringsingan) maupun kerajinan tangan dari baltarberupa keranjang, tas,
alas makan , dan lain sebagainya. Salah satu @@ aldat ini membendung
pengaruh pariwisata adalah adanya larangan di delawasan desa membuat
fasilitas pariwisata, larangan untuk menjual tajalan desa yang tidak beraspal
hanya ada jalan tanah divariasikan dengan baty Hal jalan desa hanya
diperbolehkan dilintasi oleh sepeda motor.

Prinsip-prinsip kearifan lokal terkait dengan pdofgan lingkungan hidup
yang berlangsung di Desa Tenganan Pagringsingadh itmngkat nasional pada
tahun 1989 pernah mendapat penghargaan Kalparinihmembuktikan bahwa
sistem harmonisasi dalam pengeiolaan lingkungdiophyang menjadi bagian
dari kehidupan masyarakat setempat telah mendapapieagakuan secara
nasional melalui penghargaan lingkungan tersebelfir® itu spirit masyarakat
dalam menjalin hubungan dengan lingkungan secaratekstual sangat
pendukung sasaran pengelolaan lingkungan hidupgaghana tertuang dalam

ketentuan UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 4.
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4.3. Fungsionalisas prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan
lingkungan hidup

Sebagai umat beragama Hindu, masyarakat desafa@angagringsingan
tidak saja percaya dan yakin dengan adanya Tuhag ¥éaha Kuasa dengan
berbagai manifestasinya, tetapi juga percaya depgacikan kecil Tuhan yang
menyebabkan hidu@{mar), hukum dari hasil perbuatdkarma palg, kelahiran
kembali (punarbawd dan bersatunya atman dengan Tuhamksa. Tujuan
mereka beragama juga jelas yaitu untuk mencapahegjiaan lahir batin saat
manusia hidup di dunia serta kebahagiaan di akhBatain itu masayarakat juga
memiliki peribahasa desa mawa carayang berarti setiap desa memiliki cara
sendiri yang membedakannya dengan desa-desa lakok{pokok keimanan
tersebut dalam kenyataan hidup sehari-hari tedexigan konsep kosmologi dan
ekologi.

Seperti konsep kosmologi masyarakat Bali umumnyasayarakat desa
Tenganan Pagringsingan juga percaya bahwa adadiuned’, yaitu dunia saat
manusia masih hidup dan dunia setelah manusia ggadinkKehidupan pertama
di dunia ini akan dilanjutkan pada kehidupan kesetlah seseorang meninggal
yaitu kehidupan di dunia roh leluhur. Dengan deamkiidak ada ruang mati (titik
berhenti), tetapi ruang kehidupan sebagai sikiag yarus berputar.

Konsep ekologi masyarakat Desa Tenganan Pagriragsitigasarkan atas
keselarasan hubungan antar komponen sesuai fildsoflita Karana Dalam
kenyataan hubungan yang selaras dengan lingkungiantercermin pada

pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan kesulalran yang dinamakan
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upacaraNeduh.Upacara itu dilakukan dengan dua cara yaitu liamaun berturut-
turut di dalam des@ngubeny dan lima tahun lagi di luar degmamarg). Di
dalam desa upacareduhitu dilakukan dua kali setahun yaitu pa&sasih Karo
(Bulan 1) dan Sasih KedasgBulan X). PadaSasih Karoupacara dilakukan
pertama kali dPura Besakakemudian dilanjutkan dPura Batan Celagi (Pura
Pakuwon).Upacara di luar desa yang dinamakan maturan taggtgunggungan
dilakukan di puncaksunung AgungPura BesakihPura Ulun Telaga Tista, Pura
Dalem Pengastulan Bedulu, dan Pura Sri TenganarriRggingan Upacara ini
bertujuan untuk menghilangkan hama yang menggarsggueh dan tegalan,
sehingga masyarakat memperoleh keselamatan dankkeman di bidang
pertanian.

Keseimbangan/keharmonisan dapat terjadi karena asii yang sudah
diperoleh, dipersembahkan kembali (secara simbdleada Tuhan melalui
leluhur atau para dewa, dengan harapan memperasih lebih baik atau
kesejahteraan di kemudian hari. Frekuensi yang rdéin banyaknya upacara
kesuburan yang dilakukan sangat sesuai denganwilagah desa Tenganan
Pagringsingan. Dengan ritus kesuburan yatfigifikan mereka percaya bahwa
kesinambungan identitas budaya agraris wilayalp tietgaga . Jika tanah/wilayah
tinggal terganggu, maka kehormatan desa juga tggganTanah merupakan
warisan leluhur yang harus dijaga keutuhannya {fasatan kuantitas). Hal ini
dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sasgbgktif dalam menebang kayu.
Kesalahan dalam menebang kayu dapat mengakibatdseorang dikeluarkan

dari anggota desa adat.
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Pada sisi lain perlakuan terhadap tanaman dartabigadalam bentuk
berbagai upacara sebenarnya dipengaruhi oleh pkifanpasyarakat. Pola pikir
ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat tephddmsep-konsep agama
Hindu. Mereka percaya bahwa tumbuhan dan binatagg merupakan ciptaan
Tuhan dengan fungsi masing-masing sehingga wajibrdiati dan dipelihara.
Jika dicermati makna yang dapat dipahami dalamamajarxgama kepercayaan
seperti tersebut di atas, dapat menuntun manusik lbersikap dan berperilaku
dengan irama alam semesta untuk mencapai kesedeiakeseimbangan hidup
manusia dengan alam.

"Dilihat dari sudut kebutuhan manusia, ada tiga amadkebutuhan dasar
manusia yaitu : kebutuhan dasar untuk kelangsumhgdup hayati, kebutuhan
dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan kebatdasar untuk memilih.
Pada hakikatnya tiga macam kebutuhan dasar itu mneyap kedudukan yang
hierarki”>* Mutu kehidupan manusia akan lebih baik kalau dapamenuhi
kelangsungan hidup hayatinya, tetapi juga kelangmounhidupnya secara
manusiawi. Mutu kehidupan akan menjadi lebih tinggalau orang punya
kesempatan atau kemampuan untuk memilih, terutimiaam upaya memenuhi
kebutuhan hidup manusiawi. Dalam kaitannya dengamemuhan dasar tersebut
akan terlihat adanya hubungan yang bersifat tirobbk antara mutu lingkungan
hidup dengan mutu kehidupan manusia.

Pada hakikatnya hubungan antara kegiatan manusigaddingkungan

hidupnya memiliki hubungan dengan pola-pola kebadayang dimiliki, karena

*1 Hari Poewanto, Manusia, Kebudayaan, dan LingkunBafen Dikti, Th.1997, him.92.
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melalui kebudayaan yang dimiliki manusia mampu raeiagtasikan diri dengan
lingkungannya sehingga manusia tetap mampu melaggan kehidupannya.

Kebudayaan sebagai suatu sistem yang menopangetayatur keberadaan suatu
masyarakat, hal ini mengharuskan adanya kondisang® dalam masyarakat.
Berbagai persepsi dan pandangan serta perilakuansdsy desa yang holistik
hanya akan diketahui melalui hubungan-hubungan siongl yang terkait

sehingga diharapkan mereka selalu mampu menjagestéghn ekosistem

sekitarnya.

"Dari pandangan yang dikemukak&woscoe Pound dan Eugen Ehrlich
bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuaiademgkum yang hidup di
dalam masyarakaf? Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap hukum yang
bersifat lokal, sehingga menunjukkan kompromi yaegmbang antara hukum
tertulis (hukum negara) sebagai kebutuhan masgaraikkum demi adanya
kepastian hukum dan living law sebagai wujud penggen terhadap pentingnya
peranan masyarakat dalam pembentukan hukum damasiéukum.

Hukum sebagai kaidah perkembangannya sangat benganpada
komponen lain seperti logika, sejarah, adapt iatiadan pedoman perilaku yang
benar, pada hakikatnya merupakan kekuatan yang emgapuh pada
perkembangan hukum. Dengan demikian hukum dagandkan sebagai sarana
untuk mengembangkan masyarakat. Pengembangan radestyenelalui hukum
yang bersumber secara internal sebagpirit kehidupan mereka akan

menyebabkan adanya penaatan hukum secara sukarela.

*2 Lili Rasjidi, Wyasa Putra, op.cit, him.122.
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"Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, apabiia diingink program-
program di bidang peiestarian fungsi lingkunganhbsr dengan baik, apabila
tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidupndhd untuk kepentingan
masyarakat, dan apabila masyarakat diharapkan umekerima dan patuh
kepada tindakan-tindakan tersebut, masyarakat hdihesi kesempatan untuk
mengembangkan dan mengutarakan pendapatiyalhi memberikan makna
bahwa secara kontekstual masyarakat adat diberiary untuk pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan hukum adatnya.

"Hal ini jika berdasarkan pendekatan strukturalgsional menganggap
bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kat&aepara anggota-anggotanya
mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Alinai menggangap masyarakat
sebagai suatu sistem yang secara fungsional tepiate menjadi suatu bentuk
keseimbangan®™ Pendekatan struktural-fungsional disebut jugadpkatan
integrasi atau pendekatan tatanan atau pendeketminkbangan. Menurut teori
struktural-fungsional masyarakat harus dianggapgasbsuatu sistem yang terdiri
atas bagian-bagian yang saling berkaitan dangspéngaruh mempengaruhi.

"Dalam suatu pembentukan hukum yang akan mengikatyarakat tidak
dapat dilepaskan dari adanya keberlakuan empiiderarti dasar berlaku secara
empiris/sosiologis maksudnya adalah jika para wamggsyarakat mematuhi
hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapaihat melalui perilaku

dengan mengacu pada kaidah hukum. Dengan demik@aman hukum

%3 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan eftagang-Undang Nomo 23 Tahun 1997,
Jembatan, Th. 2003, him.35.
> Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif So#dimni, Th.1981, him.5’
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mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyal@kagan dasar sosiologis
ini berdasarkan teori pengakuan bahwa kaidah hukenaku berdasarkan
penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu betlaku

Terkait dengan keberlakuan emperis kaidah hukurandainasyarakat,
Lawrence M.Friedmamenyatakan menyatakan bahWse legal sistems isi not a
machine, it isi run by human beingnterdependensi fungsional selalu akan
tampak dalam proses pemberlakuan /penegakan hukdenurutFriedmanada
tiga faktor yang cukup dominan yang mempengarubsgs penegakan hukum
yaitu :

1.Faktor susbstansi hukum, substansi ini maksudnyaaldaturan,
norma, pola perilaku nyata manusia yang beradandastem itu.
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan aeing yang berada
dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yangkadteluarkan,
aturan baru yang mereka susun. Substansi juga kgnéaing law
(hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yangdadiam kitab
undang-undang.

2. Faktor Struktural, dalam bhal ini adalah bagian yae@p bertahan,
bagian yang memberi semacam bentuk dan batasaradagrh
keseluruhan.

3.Faktor kultural, dalam hal ini sikap manusia, sistehukun,
kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya.ukKuiiukum adalah
suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimanarhdigunakan,
dihindari atau disalahgunakan, tanpa kultur hukuaka hukum tak
berdaya®

Untuk dapat memahami fungsi suatu aturan yang keda masyarakat,
baik dalam bentuk hukum yang dibuat oleh negarapata hukum yang hidup
dimasyarakat adalah bersumber dRechtsidee yaitu apa yang masyarakat

harapkan dari hukum, misal hukum diharapkan untekjemin adanya keadilan,

%5 Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, Legislativafting, Pelembagaan Metode Partisipatif
dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangapikéaph.2007, him.13.

%% Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain , Ibid, him.1
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kemanfaatan, ketertiban maupun kesejahteraanhGikiam tumbuh dalam sistem
nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangareka tentang hubungan
individual dan kemasyarkatan termasuk pandangarekaetentang dunia gaib
(roh). Dalam cita hukum masyarakat terdapat nilai-nildiosbfis yang
menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikatiages dan hukum
mencerminkan sistem nilai sebagai sarana yang duglgi nilai tersebut maupun
sebagai sarana mewujudkan tingkah laku.

“Menurut Rudolf. Stammlercita hukum adalah konstruksi pikiran yang
merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum ptdaitei yang diinginkan
masyarakat, sehingga dalam pembentukan hukum ptesesjudnya nilai-nilai
yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukumatdéung pada tingkat
kesadaran dan penghayatan nilai-nilai tersebut ptgnbentuk hukum. Adanya
pluralisme hukum di Indonesia, menunjukkan bahiiaahukum merupakan hasil
dari konstuksi pikiran yang tertuang dalam bentukum iokal yang terkait erat
dengan sistem religi, sosial, budaya masyaraketrgett">’

Cita hukum ini bila dikaitkan dengan pengelolaanglkungan hidup
melalui awig-awig di desa Tenganan Pagringsingararbesubstansi yang
tertuang dalam awig-awig tersebut menunjukkan tentaonstruksi pikiran
masyarakat Tenganan Pagringsingan tentang nikitmaik yang harus dijaga dan
hal-hal buruk yang harus dihindarkan. Menurut algikiran masyarakat
Tenganan Pagringsingan tentang penataan lingkuhghip yang menyangkut

lingkungan sucipura-pura), lingkungan pemukiman dan lingkungan hutan yang

*" Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain , Ibid, hig.1
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mengelilingi desa merupakan sistem pendukung kehiluidak hanya secara
lahiriah, tetapi juga sebagai pendukung kehidugmiah. Khususnya kawasan
hutan tidak hanya mempunyai fungsi melindungi &ita mencegah erosi, dan
manfaat ekonomis bagi masyarakat desa, tetapimegapakan warisan leluhur
yang harus dijaga kesucian dan kelestariannyatiaigdr menimbulkan bencana.

Awig-awig yang mengatur perikehidupan masyarakat Tenganan
Pegringsing dari berbagai aspek, termasuk proteksadap kawasan hutan yang
dilindungi oleh desa seperti tata penebangan kpgmgambilan hasil hutan,
maupun pengambilan kayu yang roboh disebahkan aehstiwa alam
merupakan suatu proses penegakan hukum yang majindiia hukum mereka
secara materiil melalui penerapan sanksi-sankdi &dasamping itu karena cita
hukum masyarakat hukum adat mengedepankan priesipirikbangan sehingga
dikenal juga tata upacara religius magis untuk reemgplikan keseimbangan
alam

Pelaksanaamwig-awig yang tegas dan konsisten merupakan salah satu
faktor yang mendukung terjaganya kelestarian kamhisgkungan hidup di desa
Tenganan Pagringsingan, selain itu faktor laingydidak kalah pentingnya
adalah ketaatan mereka dalam mengimplementasikeamagjaran agama Hindu,
seperti Tri Hita Karana (tiga sumber kebahagian manusia), keyakinan akan
adanya dunianakrokosmos dan mikrokosmaerta kepercayaan asli Tenganan
yang terbukti dengan masih terpeliharananya derggak peninggalan jaman

megalitikum di desa Tenganan Pagringsingan .
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Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan  hidtigak hanya
dilakukan dalam kerangka pencapaian kesejahteraag fersifat lahiriah tetapi
juga kebahagiaan batin yang dapat berbentuk kemamaalam melakukan
aktivitas sosial dan ekonomis, serta tidak kalahtipgnya adalah dalam jiwa
masyarakat tidak terdapat rasa bersalah dalamakenhereka yang secara magis
dapat menjadi ancaman bagi kehidupan merekan atamalapetaka bagi desa
adat. Desa Tenganan Pagringsingan sebagai salaties#Bali Aga dalam teori-
teori masyarakat orangBali Aga pada suatu tingkat konseptual, tidak
dimaksudkan untuk mengesampingkan kemungkinan pkeaub sosial atau
menolak potensi emansipatoris dari perantaraan smanuBagi orang Bali
pegunungan, perjalanan kesejarahan kehidupan saikh urut-urutan kejadian
yang dapat diklasifikasikan tetapi bagaimanapum jogrsifat unik, yang berasal
dari suatu masa lalu yang jauh dan mulai samparrakhbersifat pendahuluan di
waktu sekarang®

Kearifan lokal dalam lingkungan yang bersifat magmsngan adanya
keyakinan terhadap kawasan yang dikeramatkan, perdgpantangan tentunya
secara obyektif harus ditelaah berdasarkan konsspnalitas yang dianut
masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan berbeapgtdayaan yang diyakini
untuk tidak boleh dilanggar. Secara logika keyaRkitersebut dapat dikaji nilai-
nilai rasionalitasnya, karena dengan keyakinarebersakan menjadi pengendali

perilaku setiap anggota masyarakat untuk tidakanggar, jika hal ini dilakukan

8 Thomas A Reuter, Budaya dan Masyarakat di PeguruBali, Yayasan Obor Indonesia ,
Tahun 2005, him.498,
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ketakutan terhadap sanksi yang akan menimpanyé tidaya bersifat sanksi
materiil tetapi yang lebih berat adalah sanksi yaergifat imateriil.

Dengan demikian penanaman kepercayaan seperiani menjadi upaya
yang efektif untuk melindungi kelesatarian sumbeyadalam. Bukan merupakan
suatu sikap yang bijaksana, jika menganggap sfagius magis dalam perilaku
masyarakat adat terhadap lingkungan hidupnya sebsgguatu yang tidak
rasional, melainkan kearifan lokal yang telah t&tbafektif menjaga kelestarian
lingkungan hidup tersebut merupakan sikap yangmasiartinya secara konkrit
dapat dibuktikan hasilnya.

Jika dikaitkan dengan tujuan pengelolaan lingkandaidup yang
tercantum dalam UURI No. 23 tahun 1997 Pasal 8, 4, secara cita hukum apa
yang telah dijalankan oleh masyarakat desa Teng&agmningsingan ini sudah
merupakan bentuk bentuk konkrit sikap mereka selmagausia yang mempunyai
kebergantungan kepada lingkungan hidup, yang ji&e alikelola dengan baik
akan menjamin keberlanjutan kehidupan mereka. iBrprinsip kearifan lokal ini
justru sudah dijalankan jauh sebelum hukum negarsatlyang mengatur tentang
lingkungan hidup, karena prinsip-prinsip kearifankdl dalam pengelolaan
lignkungan hidup merupakan cerminan dari alam litkum mereka, sehingga
prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dpniit hidup masyarakat desa
Tenganan Pagringsingan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 7 ayat (2
1.Penjelasan  huruf a yaitu : kemandirian dan kelya@a masyarakat

merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuayarabat sebagai
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pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersaemgah pemerintah dan
pelaku pembangunan lainnya.

2.Penjelasan huruf b yaitu : meningkatnya kemampuan #epeloporan
masyarakat meningkatkan efektivitas peran masyardikiam pengelolaan
lingkungan hidup.

3. Penjelasan huruf c yaitu : meningkatnya ketanggggsan masyarakat akan
semakin menurunnya kemungkinan terjadinya dampgétive

4. Penjelasan huruf e yaitu : dengan meningkatnyangegipsegeraan akan
meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentaugtu masalah
lingkungan hidup sehingga segera ditindaklanjuti.

Ketentuan di atas jika dikaitkan dengan sasaramgpaian pengelolaan
lingkungan hidup dalam UURI Nomor 23 tahun 1997kankeberlakuan prinsip-
prisip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungaamg bersifat tradisional
seperti yang dijalankan oleh masyarakat adat Deggdnan Pagringsingan masih
sangat relevan dan mendukung upaya pelestarian digagskan oleh undang-
undang, bahkan dengan keadaan yang nyata terseim#Stnya upaya-upaya
pelestarian yang bersifat lokal tersebut menjasjpirasi bagi pmbuatan kebijakan
negara di bidang lingkungan hidup ke depan, selinmgran serta masyarakat
memiliki kekuatan hukum tanpa harus kehilangan titkes lokal yang diyakini
kebenarannya.

“Artinya kepercayaan yang hidup di kalangan madgatrdaukum adat
dirasionalkan, sehingga sifat mistiknya dapat ddadkan, tetapi kearifan

lingkungannya tetap dipertahankan. Misalnya, bemctmah longsor, banjir,
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keringnya sumber air, yang terjadi akibat rusaktipgkungan hutan bukan
merupakan perwujudan dari kemarahan roh leluhur ath-roh yang menghuni
hutan tetapi sebagai akibat logis dari perilakigkimgan mereka yang buruk
tidak bertanggung jawab terhadap hutannya”.Akibatnya hutan tidak lagi
berfungsi sesuai peruntukannya yaitu melindung tt, tidak terlindunginya
sumber daya alam yang dapat mengancam kelangsinmgiam manusia. “Pola
pikir kosmologis itu selalu bersifat kontekstualngaselalu bergerak secara
harmoni mengikat adat, waktu, tempat, dan persohdinya dinamika hukum
lokal selalu mengikuti pola pikir para pendukungnpang selalu menyesuaikan
diri_menurut adapt dimana hukum dikonstruksi, wakéujadinya peristiwa
hukum, tempat dimana peristiwa hukum terjadi, densifat personal®

Keberlanjutan suatu pembangunan tidak hanya dkantwleh faktor
ekonomi dan sumber daya alam semata, melainkarofghaaktor sosial budaya.
Oleh karena itu usaha pembangunan yang telah mabkab pencemaran
lingkungan dan merosotnya kemampuan sumber daya, glarlu diimbangi
dengan semakin timbulnya kesadaran manusia selbagiain dari ekosistem.
Perkembangan industri dalam berbagai bentuknyd telamunculkan dampak
yang bersifat limbah maupun dampak sosial yang eigadykan terjadinya
perubahan dalam tatanan kehidupan manusia.

Dalam upaya membangun, selalu ada kecenderungagitkan manusia
untuk merubah lingkungannya, sementara itu perubabatu lingkungan akan

mempengaruhi kehidupan manusia baik itu mengunamgkaupun merugikan.

%9 | Nyoman Nurjaya, op.cit. him162.
% Donimikus Rato, op.cit, him.23.
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Sehingga agar sampai pada pemahaman akan poteapuméendala dalam
pengembangan suatu kawasan, kiranya perlu dikajdgean yang tumbuh
dalam masyarakat terutamanya yang berkaitan derkmgndupan sosial
budayanya.

“Masyarakat bukan hanya sebagai obyek saja meiaipkga sebagai
subyek yang berperan aktif dalam proses pembangsearentara itu selayaknya
dalam setiap upaya pembangunan harus selalu meatigarh kondisi sosial,
budaya, ekonomi masyarakat Hal ini merupakan Karesesi dari pendekatan,
bahwa sumber segala perubahan yang terjadi adadedsedd dari manusia.
Muncul dua pandangan dalam melihat unsur manudamdkonteks perubahan
lingkungan™®® Pertama, pendekatan yang bersifat manipulatif yamgjihat
manusia sebagai obyek dalam pengelolaan lingkundan, jika perlu dapat
bersifat memaksa. Kedua, pendekatan yang berlaadaskan potensi manusia
guna mengembangkan pemecahan dan pengelolaanigeyku

Pendekatan yang menekankan akan pentingnya unsnusm dalam
pengelolaan lingkungan berdasarkan argumentasndadsdekatan yang pertama
tersebut diatas terdapat konsep rekayasa sosibinHdisebabkan pengelolaan
lingkungan dipandang sebagai upaya mengelola kegiatanusia agar dapat
mencapai batas toleransi lingkungan. Dalam pendekgang kedua di atas
memungkinkan adanya kreativitas masyarakat dalannggbelaan dan
pengembangan lingkungan yang bersumber dari ke&ingmasyarakat sendiri

sebagai proses pembelajaran. Menatvin Harris, menjelaskan bahwa suatu

%1 Hari Poerwanto, op.cit.him.91.
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pendekatanemic akan dapat dipergunakan untuk memahami maksudartuj
motovasi, sikap dan lain sebagainya dari obyek. aMel pendekatan ini
memberikan = pemahaman secara obyektif terhadap f&eardiokal dalam
pengelolaan lingkungan mempunyai kebenaran yarsifaeuaniversal.

Dalam kajian filosofis (Pancasila) dalam hidup nm&auhidup manusia
terdapat tiga persoalan pokok yaitti :

1.Persoalan hidup menghadapi diri sendiri, yaitu qeden dalam
memenuhi tuntutan pribadi termasuk juga hubungamgal® mahluk
hidup lainnya. Setiap manusia mempunyai keinginaduh secara
manusiawi sesuai dengan hal-hal yang diinginkardayasesuai dengan
tuntutan hati nuraninya, menjalankan sesuatu yaaggdap baik dan
menghindari sesuatu yang dianggap buruk.

2.Persoalan hidup menghadapi sesama manusia, yaisoaten hidup
manusia sebagai penjelmaan mahluk sosial, yanghtdu@ manusia ini
bersama dengan manusia lainnya. Oleh karena itwsreamempunyai
lingkaran kehidupan sosial, mulai dari keluarga, ikeluarga besar,
komunitas masyarakar, bangsa. Dalam ini setiap siarsecara kodrat
ingin bersama sesuai dengan nilai-nilai hidup mamisyang dibatasi
dalam kebersamaan, menghormati dan mengahrgai aesasnusia
dengan rasa cinta kasih. Sikap hidup yang demikiieebut
berperikemanusia dan ada yang menamakan sikap hivhm
humanistis.

3. Persoalan hidup menghadapi Tuhan, yaitu persoakmgnadapi suatu
Dzat yang berkuasa di luar diri mausia. Setiap m@npada dasarnya
mempunyai keyakinan bahwa ada sesuatu Dzat yarkydser di luar
dirinya yang disebut dengan istilah Tuhan. Pemikmanusia dapat
meyakini adanya Tuhan, hal ini dibimbing oleh ajaagaran agama,
yang dirumuskan dengan Ketuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari komunitasioitas masyarakat
adat dengan berdasarkan idiologi Pancasila, intialah kekeluargaan dan
kebersamaan adalah termasuk negara yang beraditegralistik yaitu negara

integralistik dengan ciri-ciri struktur sosial Inuesia sebagai ciptaan budaya

%2 Noor Ms Bakry,op.cit, him.54.
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bangsa Indonesia yangonodualistik bersifat kesatuan dan persatuan hidup,
persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antarfarokosmos dan
makrokosmos, antara rakyat sebagai anggota masyataik pemimpin bangsa.

Dalam adat istiadat serta budaya bangsa Indorsesiaja manusia sebagai
individu, golongan dalam suatu masyarakat dianggempunyai tempat dan
kewajiban hidup menurut kodrat alam yang semuany@ajullan untuk
keseimbangan hidup lahir dan batin, saling pengamdgmpengaruhi dan
kerjasama sebagai eksistensi manusia dalam hidgparba yang monodualistik.
Manusia dalam hidup bersama selalu berusaha meailkasudiri (beradaptasi)
dengan lingkungannya yang merupakan syarat bagngstingan hidup, manusia
harus mengadakan kerjasama dengan sesamanya, anbhauss bermasyarakat.
Kerjasama tersebut hanya dapat berjalan lancarbdgk jika berada dalam tertib
sosial budaya serta di dalam wadah organisasi |sdSmganisasi sosial ini
merupakan produk sosial budaya, sekaligus merupaikatah perwujudan dan
pertumbuhan kebudayaan.

“Studi antropologis tentang hukum menerangkan bahwkum yang
secara nyata berlaku dalam masyarakat selain jieswadalam bentuk hukum
negara, juga terwujud sebagai hukum agama, hukiimadaan dan juga terwujud
dalam mekanisme pengaturan lokal yang secara togataku dalam kehidupan
suatu masyarakaf® Secara idiologi sentralisme hukum cenderung meaigab
kemajemukan sosial dan budaya dalam masyaraketasek di dalamnya norma

hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuligas dalam kehidupan

% | Nyoman Nurjaya, op.cit, him.49
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bermasyarakat. Di samping itu hukum merupakan igsivkebudayaan yang
berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial ataagai alat untuk menjaga
keteraturan sosial dalam masyarakat.

“Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaamgkungan jika dikaji
dari prinsip pluralisme hukum tentunya menjadi bagyang tidak terpisahkan
dari sistem hukun yang berlaku di Indonesia, sejangerilaku/citra lingkungan
masyarakat tradisional yang menjadi suba bagiani #asatuan sistem
pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Gitigkungan hidup yang
berkembang pada masyarakat tradisional meskipbih kercorak magis-kosmis
tetapi wawasan yang terkandung di dalamnya adaegdifét menyeluruh, holistic,
dan komprehensif®*

Corak wawasan holistik membangun kesadaran bahwendmbungan
hidup manusia sangat brgantung pada kelestariagsifudan keberlanjutan
lingkungannya. Lingkungan harus diberlakukan damadiifaatkan secara
bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan dl#ge@ng lingkungan dan
kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetakakefgiupan manusia.

Hal ini dikarenakan hubungan manusia dengan lingkn bukanlah bersifat
eksplotatif, melainkan interaksi yang saling menduk dan memelihara dalam
keserasian, keseimbangan dan keteraturan yangidinam

Citra lingkungan tradisonal ini secara emperis, agmla perilaku
masyarakat tradisional ini mampu dan efektif untudngendalikan sifat serakah

manusia, sehingga pola pengelolaan lingkungan hidepsebut lebih

® | Nyoman Nurjaya , op.cit, h.107
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mempergunakan konsep pengelolaan yang bernuansasan kemanusiaan/
humanisme. Citra lingkungan ini di desa TenganagriRgsingan dapat diketahui
melalui pengetahuan yang dimiliki oieh masyarakangy bersifat abstrak dan
penegtahuan yang bersifat konkrit. Pengetahuamakbisi meliputi penegtahuan
tentang ruang dan waktu, sifat dan tingkah lakuusen Pengetahuan konkrit ini
meliputi tentang alam sekitar, flora-fauna sertangetahuan tentang tubuh
manusia. “Salah satu pengetahuan tentang ruangwdéiu adalah kalender
pengetahuan yang bersifat konkrit yang merupakanggiahuan tentang
lingkungan hidup™®®

Dalam penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal mdoigan lingkunngan
tidak dapat dikesampingkan adanya pendekatan bejdedam kepedulian
lingkungan. Pendekatan ini periu diasumsikan bahvetalui kepedulian itulah
kemudian dapat ditemukan konsep-konsep yang mengakasikan kepentingan-
kepentingan yang bersifat antagonis dan kontrddikiRefleksinya dapat
berbentuk pandangan bahwa manusia adalah bagiaalaay, karenanya sudah
sepatutnyalah manusia tidak memberikan jarak teyhasistem lingkungan.
Pandangan ini merupakan cerminan dari pandangérsiokis berbentulé®

1. Manusia memiliki ikatan dengan alam, dapat pulaaikaini bersifat

religius;
2. Motivasi etis, yang berdasarkan rasa keindahan;

3. Alam menghidupi manusia karena flora dan fauna neeikdn bahan
kebutuhan dasar;

% | Wayan Runa, Pola Pikir dan Kearifan Budaya Maasiat Desa Tenganan Pagringsingan
Dalam Sistem Keamanan Lingkungan, dalam Bumi Legtarnal Lingkungan Hidup) ISSN
1411-9668, Lemlit UNUD, Th.2007, him.93.

® NHT.Siahaan, op.cit, him.114.
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4. Alam merupakan serikat bagi manusia dalam bertsraadap bencana-
bencana alam;
5. Alam menjadi sumber dari material genetik yang nhasgkan tanaman
dan ternak serta unggas peliharaan;

6. Alam mempunyai arti penting bagi iptek dan peradaba

7. Alam menjadi sumber kesehatan, rekreasi serta lesen

Substansi tersebut dalam masyarakat desa adat nlendagringsingan
terakomodasi dalamawig-awig desa, sehingga dapat dikatakamwig-awig
tersebut sebagai pengejawantahan hukum lingkungalat aTenganan
Pagringsingan yang mengatur perilaku lingkungaeyauakat, sehingga tercipta
hubungan manusia dengan lingkungan hidup yangiseesbang, terciptanya
harmonisasi kehidupan dan membentuk setiap oral@mdmasyarakat sebagai
pembina lingkungan yang bijaksana dan bertanggawpl). Kebijaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup semestinya dapat negperilaku manusia dari
yang cenderung untuk merusak alam menjadi pmbimgklingan yang
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkisegsra seimbang.

Adanya kesadaran masyarakat untuk berperan ser@am dagetiap
pengelolaan lingkungan hidup merupakan syarat utdmgi pelaksanaan
pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Kesadargang tumbuh dalam
masyarakat melalui awig-awig secara bijaksana damamggung jawab akan
menentukan hasil pembangunan berkelanjutan yangnidaskan pendekatan
ekositem tanpa merusak lingkungan hidup. Misalnyia ddsa Tenganan
Pagringsingan untuk mengelola lingkungan pemukirbardasarkan geografis
dan topografis di Tenganan Pagringsingan, kemanngnah pemukiman ditata

dengan pola memusat dan berundag-undag dengantasaghdi sepanjang jalan

desa, untuk mencegah bahaya erosi. Selain iensidtainase untuk menyalurkan
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air hujan atau air yang berasal dari permandiarraltiari Utara ke Selatan,
dibangun secara tradisional di tengah-tengah g#aa desa dan di belakang
deretan rumah penduduk yang juga berfungsi selsagaian pembuangan limbah
rumah tangga.

Kesadaran hukum masyarakat dalam mereaaig-awig yang bersumber
dari alam cita masyarakatnya, bisa memperkaya ipripsngelolaan iingkungan
yang dibuat oleh negara. Berarti untuk mewujudkanaatan hukum oleh setiap
anggota masyarakat maka peratuarn atau kebijakag géuat oleh negara
memang betul menjadi suatu kebutuhan atau bagiarspiat hidup masyarakat
sehingga ada penaatan yang bersifat sukarela, bkkeena ada penekanan.
Dalam membuat kebijakan dan peraturan perundangAgash yang
mencerminkan keadilan, demokrasi dan keberlanjutagsi dan manfaat sumber
daya alam, dengan mengintegrasikan paling limasjwriseperti berikuf*®

1. Pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikatuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara bgikalamari generasi
ke generasi;

2.Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasi&eara adil dan
demokratis di antara generasi sekarang dan maupug gkan datang
dalam kesetaraan gender;

3. Pengelolaan sumber daya alam harus mampu mengiptakeesivitas
masyarakat dalam berbagai lapisan dan kelompoka sertampu
melindungi dan mempertahankan eksistensi budayg gencerminkan
kearifan lokal, termasuk sistem hukum yang hidupm t@rkembang
dalam masyarakat adat;

4.Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan depgadekatan
ekologi  untuk mencegah terjadinya praktek-praktekgelolaan yang
bersifat parsial, ego sektoral, ego daerah, tidgbatdu dan terkoordinasi;
dan ;

7 http:://www.google.co.id
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5. Kehijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifesifik lokal
dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan dmsillya masyarakat
lokal.

Kelima prinsip di atas satu sama lain terkait daling mempengaruhi,
sebagai satu kesatuan yang mengandung makna bamngelgaan lingkungan
sumber daya alam ditujukan untuk menggapai kemakmuadan kesejahteraan
rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan sedelagan amanat Undang-
Undang Dasar 1945 dengan berbasis pada kemajentudaya dan kesatuan
bangsa Indonesia. Inti dari prinsip di atas adaik&bijakan peneglolaan sumber
daya alam tidak berorientasi pada ekploitasi, tategngedepankan kepentingan
berkelanjutan sumber daya alam. Pengelolaan = sudaya alam tidak bersifat
sentralistik, tetapi bercorak desentralisasi kewgaa pengelolaan, pengelolaan
sumber daya alam tidak mengedepankan pendekataroradek tetapi
mengutamakan pendekatan holistik. Membuka ruang geatjsipasi public dan
transparansi, mengakui dan meiindungi akses danhalkmasyarakat atas
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapemenang hidup bagi
kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan lokamajemukan hukum yang

secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.
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BAB5 KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan dalam kerangiak

menemukan jawaban atas masalah yang dikemukakarat ddisimpulkan

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1.Secaratekstual dalam UURI Nomor 23 Tahun 1997 tidak dinyatakan
dengan tegas akan keberadaan pengeloiaan lingkuhglm melalui
prinsip-prinsip lokal sebagai konsekuensi dari glisme hukum di
Indonesia. Secara kontekstual dalam ketentuan iyemgatur tentang asas,
tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidupg yaenjadi harapan
dari undnag-undang ini, justru dengan adanya kaatidkal yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat adat tujuan péagellingkungan
untuk mecapai keserasian, keselarasan dan kesejarbaudah menjadi
pola-pola perilaku masyarakat adat.

5.1.2.Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaangkungan hidup tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaagklingan hidup yang
diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 1997. Bentuk Kearlokal ini dapat
dilihat di Desa Tenganan Pagringsingan melalwlajpola perilaku yang
bersifat religius magis, dengan mengutamakan rinearmonisasi
kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan siaam@ngan
manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya dagama Hindu

disebut denganTri Hita Karana disamping itu masih kentalnya
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kepercayaan masyarakat adat dengan bukti sejezghlitikum. Pola-pola
perilaku tersebut dalam bentuk kearifan lokal eserganisasi sosial yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berbeniesa dadat, subak
kawasan hutan larangan yang tidak boieh dilakulerelpangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan awig-awig. Adanya kawasi@m larangan yang
dijaga dengan ketat dengan larangan menebang pydrog ditentukan
dalam awig-awig desaadat. Prinsip-prinsip ini tertuang di dalam bentuk
awig-awig desa adat yang mengatur sistem pengeldiagkungan hidup
yang sangat ketat, dan konsisten dengan dalamgpamesanksi baik yang
bersifat materiil maupun sanksi yang bersifat imite

5.1.3.Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaamgkungan hidup
fungsionalisasinya dapat memperkaya prinsip petageto lingkungan
hidup nasional karena prinsip ini bersumber dama tiukum masyarakat
menyebabkan adanya penaatan hukum secara sukarelaaksubstansi
yang diatur dalam hukum sesuai dengan cita hukunmnekae untuk
mencapai rasa keadilan kenyamanan, kesejahteragrbgasifat lahir batin
dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alamk ukgpentingan
generasi berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut sudsnjadi bagian dari
spirit hidup yang dianut masyarakat adat sehind@a anemudahkan bagi
penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketetiukunm yang telah
diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadogalam proses
pembentukan peraturan perundangan-undangan = akan barikam

penguatan terhadap kearifan lokal yang akan mendiian yang
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menunjang tercapainya tujuan pengeloaan lingkurgdmp dalam UURI

Nomor 23 Tahun 1997.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah khwasais dlalam sistem
pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuengaraeyang integralistik,
semestinya ada kepekaan lembaga legislatif darketkaentuk memberdayakan
potensi masyarakat lokal untuk memproteksi kerusalagkungan, melalui
penguatan hukum lokal yang secara transparan ski&udi dalan setiap peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang lingkumgap di Indonesia.
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RINGKASAN

Problem lingkungan hidup pada dasa warsa sekarang ini tidak saja menjadi
masalah internal Negara Indonesia yang memiliki karakteristik bentang alam yang
berbeda tetapi juga masalah lingkungan menjadi sorotan negara-negara di
berbagai belahan dunia. Dalam UURI Nomor 23 Tahun 1997 sistem pengelolaan
plingkungan hidup dilaksanakan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian
lingkungan hidup. Secar#éekstual dalam UURI No. 23 Tahun 1997 tidak
menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui
prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di
Indonesia. Tetapi secara kontekstual dalam ketentuan yang mengatur tentang asas,
tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari
undang-undang ini.

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diatur
dalam UU RI No.Tahun 1997. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaaan
lingkungan hidup di Desa Tenganan Pagringsingan melalui pendekatan
interpretatif dapat diketahui bahwa pola-pola perilaku masyarakat bersifat religius
magis, dengan mengutamakan prinsip harmonisasi kehidupan manusia dengan
Tuhan, manusia dengan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan
hidupnya. Dalam agama Hindu disebut dengearHita Karana, di samping itu
masih kentalnya kepercayaan masyarakat adat dengan bukti sejarah megalitikum.
Pola-pola perilaku tersebut dalam bentuk kearifan lokal seperti organisasi sosial
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berbentuk desa adat, subak,
kawasan hutan larangan yang tidak boleh dilakukan penebangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan awig-awig. Prinsip-prinsip ini tertuang di dalam bentuk awig-
awig desa adat yang mengatur sistem pengelolaan lingkungan hidup yang sangat
ketat, dan konsisten dengan dalam penerapan sanksi baik yang bersifat material
maupun sanksi yang bersifat imaterial.

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup
mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan
hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat
menyebabkan adanya penaatan hukum secara sukarela. Prinsip-prinsip tersebut
sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat sehingga akan
memudahkan bagi penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum
yang telah diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadopsi dalam proses
pembentukan peraturan perundangan-undangan akan memberikan penguatan
terhadap kearifan lokal.

Kata kunci : Kearifan lokal, Harmonisasi, pengelolaan lingkungan hidup
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